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ABSTRAK

Nama : Margaretha Andrea
Program Studi llmu Hukurr

Judul . Bentul-bentuk Kekhilafan Hakim atau suat@ekeliruan yanc
Nyata dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali PerRatan:

Peninjauan kembali adalissuatu upaya hukum yang dipakai untuk memper
perubahan terhadap putusan hakim yang pada umutidafa dapat digangg
gugat lagi.Alasan peninjauan kemli telah diatur secara limitatif dalaPasal
263 ayat (2) KUHAIL Salah satu alasan peninjauan kembali adapabila
putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhi hakim tau suatu
kekeliruan yang nya. Mengenai alasan ini undang-undatdpk menberikan
penjelasan mengenai bate-batasan apa saja yang dapat dikategorikan se
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nya&hingga alasan pengajt
peninjauan kembalni sering disebut sebagai alasan karet yang ratgir

Kata kunci : peninjauan kembakekhilafan hakim atau suatu kekeliruan vy:
nyata.

ABSTRACT
Name :Margaretha Andrea
Faculty : Law
Title : Judicial reviews of a criminal case appeal to tighést cour

decision with reasojudge’s mistakes or a clear blund

Judicial review is a law attempt which is used &b glteration of judge decisic
which is generally couldn’t be changed. The reasfgudicial review has alreac
regulated limitedly in the article 263 on the set@aragraph of KUHAP. One
the judicid reviews was is in judge decision clearly showeel judge’s mistake
or the clear blunder. For this reason, the requtatiidn’t give clarification abot
the limitation of what are the judge mistake or thear blunder. So, the reason
judicial reviev often called as rubber which is multi interpritat

Key words: judicial reviev judge’s mistake or the clear blunder.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum adaktihh sisaha dalam
menciptakan suasana tertib, aman dan tentram datasyarakat, baik yang
merupakan upaya pencegahan maupun yang merupaka@ndgiean setelah
terjadinya pelanggaran hukumAdapun tujuan negara membentuk Hukum Acara
Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atalakséidaknya mendekati
kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkagkbpnya dari suatu perkara
pidana, dengan menerapkan Hukum Acara Pidana spgaradan tepat, dengan
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapabdkdid melakukan suatu
pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemanksdan putusan dari
pengadilan guna menentukan apakah terbukti suadiakipidana telah dilakukan
dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersatghk

Seorang pakar hukum pidana, Van Bemmelen sebagaii&atip oleh
Andi Hamzafi mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana, yaitu

a. Mencari dan menemukan kebenaran

b. Pemberian keputusan oleh hakim

c. Pelaksanaan keputusan

Mencari dan menemukan kebenaran adalah fungsi pahgg penting
karena fungsi tersebut adalah tumpuan untuk dugsfuberikutnya. Setelah

! Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUH@Bkarta: Sinar
Grafika, 2000), hal.10.

2 bid., hal.11

% Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesia, cef (Jakarta: CV. Sentosa Artha Jaya,
1996), hal. 9.
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memperoleh kebenaran melalui pemeriksaan dipergaanselanjutnya hakim
diharapkan dapat mencari keputusan yang adil daat.tBroses hukum yang adil
(due process of lanwmerupakan lawan daratbitrary process”atau proses yang
sewenang-wenang atau semata-mata berdasarkan perssgak hukurfi.Proses
hukum yang adil sering diartikan secara keliru, nyalkanya dikaitkan dengan
penerapan aturan Hukum Acara Pidana suatu negdeagearang tersangka atau
terdakwa. Artidue process of lawebih luas dari sekedar penerapan hukum atau
peraturan perundang-undangan secara formil. Penah&ntang proses hukum
yang adil mengandung pula sikap batin berupa pengitan terhadap hak-hak
yang dimiliki warga masyarakat. Hal itu pada hakika merupakan bentuk
perlindungan terhadap warga negara untuk membeladan mempertahankan
kebebasan atau kemandiriannya. Marjono Reksodipotemyatakan bahwa
seorang warga negara walaupun telah melakukan padtuatan tercela sehingga
menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hak-hakebagai warganegara
tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersartgkaakwa, maupun terpidarta).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selaygu disebut
KUHAP, telah memberikan kepada tersangka, terdakiaa, terpidana hak-hak
yang mencukupi. Hak tersebut antara lain berupaapesian dihadapan hukum,
pengakuan terhadgpersumption of Innocencéak untuk mendapatkan bantuan
hukum, hak untuk mendapatkan peradilan yang beims,untuk mengajukan
banding, kasasi ataupun peninjauan kembali selehala lainnya yang diakui
oleh Hukum Acara Pidan4.

Penulisan ini difokuskan pada upaya hukum penimaemnbali, sehingga
dasar yang dibicarakan ada pada tahap hukum itatagelaksanaan perbaikan-
perbaikan atau koreksi terhadap kesalahan yang kimunerjadi pada tahapan-
tahapan sebelumnya, seperti tahapan penangkapaatigsen, sampai keputusan
untuk menuntut dan tahap dinyatakan bersalah alésan pengadilan. Koreksi

4 Marjono ReksodiputroBunga Rampai Pembangunan Hukum Indoneg&andung:
Eresco, 1995), hal.385.

® Ibid., hal 386.

® Indonesia(a) Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidatmdang-Undang No.8
Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Universitas Indonesia
Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



yang diberikan pada tahap peninjauan kembali megguarti penting guna
melindungi hak-hak asasi individu terhadap kekuasgmng sewenang-wenang.
Perlindungan individu tersebut sekaligus juga tmjyang ingin diwujudkan dari
due process of lawu sendiri, dengan demikian upaya hukum merupakamana
untuk mewujudkan proses hukum yang adil yang paakekatnya merupakan
dasar yang sangat esensial atau merupakan intetdilan itu sendirf.

Upaya hukum peninjauan kembali sendiri mempunyaigpdian suatu
upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penaiieanbali atau perubahan
terhadap putusan hakim yang pada umumnya tida&tdiganggu gugat lagi,
dalam arti telah mempunyai kekuatan hukum tetaplar@asistem tatacara
peradilan di negara kita suatu kasus yang beralleimgan putusan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dikagiaDengan demikian ada
kepastian hukum. Suatu perkara yang telah berkakuatkum tetap, tidak boleh
diperiksa kembali. Baik mengenai perkara pidanapuatperkara perdatalebis
in idem Istilah latin sangat terkenal dan berarti “tidéka kali dalam hal yang
sama”. Bagi suatu perkara yang materi atau pokodopiannya sudah dipecahkan
dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ttddbuka jalan untuk
mengulangi prosesnya. Ini demi tegaknya kepastidgmi dan putusan hakirh .
Kekecualian memang dimungkinkan, apabila terjatde&adilan.

Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukarupakan syarat
bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastukum. Suatu upaya
atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dgkinkan, tetapi harus
disertai dengan syarat-syarat ketat, bukan selyajkilengan akibat bahwa
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum teiap menjadi longgar
ikatannya atau menjadi tidak karuan kedudukannydukJmenempatkan putusan
tetap yang keliru itu kembali benar, yaitu membemilkeadilan, maka perlu ada
upaya hukum luar biasa atau istimewa. Keistimewganterletak bahwa ia
merupakan sarana untuk membatalkan putusan haknmadap putusan mana

jalan biasa sepertierzet(perlawanan), banding, atau kasasi tidak bisa gitdm

" Marjono Reksodiputrap.cit, hal. 387.

8 Ibid.
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Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengaat-syarat tersendiri.
Sarana istimewa itu adalah peninjauan kembali. ifamn kembali sebagai
upaya hukum dapat dipergunakan baik terhadap putdatam perkara pidana
maupun dalam perkara perdata. Peninjauan kembalindaerkara pidana dalam
bahasa asingherziening istilah ini disinonimkan dengan istilah peninjaua
kembali kita jumpai dalam penjelasan atas Undandadg No. 19 Tahun 1964
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kelaakim

Upaya hukum peninjauan kembali telah dikenal diohesia sejak
dibentuknya Undang- Undang No. 19 Tahun 1964 tentaetentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dapat dilihat dal®asal 15, yang
kalimatnya berbunyi : “Pasal ini mengatur tentammipjauan kembali putusan
pengadilan ataherziening. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut alasan
untuk mengajukan upaya tersebut hanya dapat diajokedasarkan adanyava
atau keadaan baru yang selanjutnya dikenal denganya novum yang diatur
dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 19 nTal64. Setelah
diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964latstak selang berapa
lama keluar Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentdeggadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Adinsebagai turunan dari
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Dalam undang-undersebut kemudian
dipertegas kembali mengenai adanya lembaga peamjgambali. Selanjutnya
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 digantikan olehddgdUundang No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelara&ehakimaft tetapi
seperti halnya undang-undang sebelumnya, undangnagndni juga tidak
mengatur secara detil persyaratan dan tata camaopenan peninjauan kembali

tersebut’?

®Indonesia(b)Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokolu&&dan Kehakim
an. Undang-Undang No. 19 LN No. 73 Tahun 1964, TLN B&b53.

1% |ndonesia(c)Undang-Undang Tentang Pengadilan Dalam Lingkungearafilan Umum
dan Mahkamah AgundgJndang-Undang No. 13 LN No. 70 Tahun 1965, TLN Rit67.

" Indonesia(d)Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokoki&adan Kehakim
an. Undang-Undang No. 14 LN No. 74 Tahun 1970, TLN R@b1.

2Soedirjo, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Arti dan Ka (Jakarta:
Akademika Pressindo, 1986), hal. 11-12.

Universitas Indonesia
Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



Atas terbitnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehaa yang baru
tersebut Mahkamah Agung langsung menerbitkan lagiatBran Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Permd N@ahun 1969 tentang
Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 T&lf6v Tentang
Permohonan peninjauan kembali putusan/ gugatan raseRaquest-Civiel
Pembatalan tersebut dikarenakan pada masa itu gedidbahas rancangan
undang-undang yang akan mengatur hukum acara teknp@sinjauan kembali,
sehingga Mahkamah Agung berpandangan bahwa sebaikgjaksanaan
pemeriksaan peninjauan kembali menunggu terbitmy@ang-undang tersebut.
Namun hingga tahun 1976 ternyata rancangan undagang yang dimaksudkan
tak kunjung terbit, hal ini kemudian mendorong Maimah Agung untuk
mencabut Perma No. 1 Tahun 1971 dan memberlaku&arb&i Perma No. 1
Tahun 1969 melalui Perma No. 1 Tahun 1976 tentargd&butan Perma No. 1
Tahun 19713

Pada tahun 1980 mengingat ternyata belum terba jugdang-Undang
yang akan mengatur hukum acara peninjauan kembahklmah Agung
berinisiatif untuk mengadakan rapat kerja dengarR Difengenai masalah ini.
Dalam rapat tersebut disepakati untuk sementargaparan peninjauan kembali
diatur dalam Perma. Untuk itu maka Mahkamah Aguegerbitkan Perma No. 1
Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Yang Telampézoleh Kekuatan
Hukum Yang Tetap. Dilihat dari pengaturannya Permma jauh lebih
komperhensif dari Perma sebelumnya, yaitu PermaN@ahun 1969. Jika Perma
No. 1 Tahun 1969 hanya mengatur 8 pasal dalam Pérmiahun 1980 ini
terdapat 23 pasal. Tetapi munculnya Perma No. Limdl®80 ini menimbulkan
berbagai reaksi dari kalangan hukum yang menantdag meragukan
kehadirannya, menganggapnya tidak sah dan perabualicWalaupun disamping
itu tentu ada pula yang menyambutnya dengan bakargan yang menyambut
baik Perma ini memberikan 4 alasan, yaitu antana Mahkamah Agung sebagai
badan kekuasaan kehakiman tertinggi bersikap tgn¢grhadap keinginan dan

pemikiran yang tumbuh serta berkembang ditengat@aten masyarakat,

13 | bid.
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Mahkamah Agung menempatkan kepentingan keadilaratds kepentingan
lainnya termasuk kepentingan proseduril, Mahkamaglng bersifat tidak kaku
dan tidak menempatkan dirinya sebagai sekedar thuldang-undang, serta
Mahkamah Agung sadar dalam keadaan negara sedanlgamgun menyebabkan
terjadinya pergeseran nilai-nilai dan pranata s@eaundang-undangan yang
bagian terbesar masih warisan kolonial, perlu d&adasemacam sarana
pengawasan akhir berbentuk lembaga “ Peninjauaréiit*

Kalangan ini juga mengemukakan hal yang merupalgdemahan dari
Perma ini dan menganggapnya perlu ditambah adadak dicantumkannya
alasan peninjauan kembali karena adanya kekelira@o kekhilafan yang
menyolok, baik dalam perkara Pidana maupun perRaralata. Dalam hal ini
dapat diketahui bahwa Perma 1 Tahun 1969 telah emahgadanya istilah
kekhilafan hakim yang menyolok, yang kemudian saiatlikenal sebagai suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyaladi jelaslah bahwa
perbedaan substansial dari Perma 1 Tahun 1980 miéteyana 1 Tahun 1969 ini
adalah dihapuskannya alasan kekhilafan hakim ataatu kekeliruan yang
menyolok.

Kini peninjauan kembali dalam perkara pidana telatendapat
pengaturannya dalam KUHAP sehingga untuk bagiananaid Peraturan
Mahkamah Agung itu kehilangan daya berlakunya, sgdbagian yang lain masih
tetap berlaku bahkan disempurnakan.

Setelah terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun T@8iang Hukum
Acara Pidana, mengenai upaya hukum peninjauan Kemliadéur secara lebih
terperinci, yakni dalam Pasal 263- Pasal 269 KUHB&am Pasal 263 ayat (1),
disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan ydaly memperoleh kekuatan
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas s#mala tuntutan hukum,
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan measm peninjauan kembali

% Ibid., hal. 13

15 | bid.
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kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan pengajuamjpean kembali diatur
dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAPyang berbunyi :

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkanadugaat bahwa
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidaagih berlangsung,
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusas k@i segala
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atabatdap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernydialawa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagar disaalasan putusan
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata teladrtentangan satu
dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkatudiekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai alasan apabila putusan itu dengan jelasperihatkan suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyataundang-undang tidak
memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan sa@a yang dapat
dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atzatu kekeliruan yang nyata,
sehingga alasan pengajuan peninjauan kembali ini garing disebut sebagai
alasan karet yang multitafsif. Para Hakim Agung pun belum mempunyai
pegangan yang seragam mengenai hal-hal apa sagp dagrat dikategorikan
sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruargyayata. Karena belum ada
pembatasan mengenai hal-hal yang dapat dikategosiiagai kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata ini juga berdampsda banyaknya perkara
yang masuk ke Mahkamah Agung dengan alasan kedhiladkim atau suatu
kekeliruan yang nyat&,

Berdasarkan hasil penelitian LelP, permintaan panan kembali atas
putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim sai@uw kekeliruan yang nyata

merupakan permintaan yang paling banyak masuk kénkdfaah Agung.

'8 Indonesia (a)pp.cit, psl. 263 ayat (2)

7 http://wwwi/leip.com Diunduh tgl. 4 Februari 2011, pkl.09.55

18 | bid.
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Bukankah hal ini akan menjadi masalah apabila Madasta Agung membatalkan
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung serdéngan alasan Hakim
Agung yang terdahulu telah melakukan kekhilafaru etaatu kekeliruan yang
nyata. Ini akan berdampak pada kewibawaan Mahkamagung serta
inkonsistensi putusan yang dikeluarkan.

Hal ini diteliti oleh LelP dengan mengambil sampejumlah putusan PK
dari tahun 2004 hingga 2087

Afasan PK 2004 2005 2006 2007
N*=25 N*=41 N*=39 N*=34
Bukti Baru 9 36,00% | 8 |1951% 2 513% | 3 8,82%
Kekhilafan Hakim
yang Nyata 8 32,00% | 22 |53,66% 23 5897% | 24 | 70,59%

Dua atau lebih
Putusan yang
bertentangan 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% | 1 2,94%
Bukti Baru dan
adanya Kekhilafan

Hakim yang Nyata 7 28,00% | 9 |21,95% 14 35,90% | 4 | 11,76%
Lainnya 0 0,00% 2 4,88% 0 000% | O 0,00%
Total Permohonan 260 455 660

PK

*N=Jumlah putusan PK yang diteliti

Dari sejumlah sampel putusan peninjauan kembaly yhteliti, sebagian
besar merupakan peninjauan kembali atas putusasika®embaruan peradilan
harus beranjak dari isu-isu teknis yang bersifatsiph dan kurang memiliki
dampak strategis. Penuntasan tunggakan perkakadida pernah berhasil tanpa

adanya upaya pembatasan perkara yang efektif dengamperkuat fungsi

19 | bid.

20 http://www.leip.com Diunduh tanggal 4 Februari 2011, pkl.09.55

I Dalam kajian yang dilakukan oleh LelP, sampel yaiambil secara acak terhadap
putusan PK yang ada di www.putusan.net memperiimbahwa sebagian besar permohonan PK
diajukan atas putusan kasasi. Hal tersebut dalifaatdbada data berikut ini: Pada tahun 2004 dari
25 putusan PK yang diteliti, 23 putusan merupaknakas Kasasi; Pada tahun 2005 dari 41
putusan PK yang diteliti, 37 putusan merupakan RIS putusan Kasasi; Pada tahun 2006 dari 39
putusan PK yang diteliti, 35 putusan merupakan Ri§ putusan Kasasi; Pada tahun 2007 dari 32
putusan PK yang diteliti, 30 putusan merupakan R putusan kasasi.
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Mahkamah Agung. Alasan kekhilafan hakim atau suegkeliruan yang nyata
dalam peninjauan kembali sebagai upaya hukum liesabharus mempunyai
batasan yang jelas dan tegas mengenai hal-halagggang dapat dikategorikan
sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yaymfa agar perkara yang
masuk ke Mahkamah Agung tidak terlalu banyak, dapanhjaga kepastian

hukum, dan menghasilkan putusan yang konsisten.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang, diketahui bahwa alasan dajula peninjauan
kembali diatur secara limitatif dalam Pasal 263taa KUHAP. Akan tetapi
mengenai alasan yang tertera dalam Pasal 263 2ydiu(uf c KUHAP, yang
menyatakan bahwa dapat diajukan peninjauan kenmdgabila dalam suatu
putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kelkel yang nyata terdapat
suatu masalah. Yakni tidak diberikannya penjelasemgenai batasan-batasan
apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatoil&dia hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata, sehingga alasan pengajuaimjpean kembali ini pun
sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsl ini juga berakibat pada
banyaknya permohonan peninjauan kembali yang mksukahkamah Agung,
terutama dengan alasan bahwa dalam putusan selyalui@rdapat kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang ny&tadaka dari permasalahan yang ada
tersebut muncullah beberapa pertanyaan permasalgitin:

a. Bagaimanakah praktek upaya hukum peninjauan kenpeakara pidana
atas putusan Kasasi dengan alasan kekhilafan hakao suatu kekeliruan
yang nyata di Mahkamah Agung?

b. Bagaimanakah batasan alasan kekhilafan hakim aiatu skekeliruan

yang nyata di Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yang terdri tujuan umum,

dan tujuan khusus. Tujuan-tujuan tersebut antamayaitu :

22 http://www.leip.com Diunduh tgl.4 Februari, pkl.09.55
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a. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merdars mengenai
upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kadasgan alasan

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang ngatdahkamah Agung.

b. Tujuan Khusus
1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktek apaykum
peninjauan kembali atas putusan kasasi dengannakasdnilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di MahkaAgng.
2) Untuk menganalisis dan menemukan hal-hal yang déizatikan
batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kakeliyang nyata
di Mahkamah Agung sebagai dasar pengajuan upayanhuk

peninjauan kembali atas putusan kasasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kegunaamgymencakup
kegunaan teroritis dan kegunaan praktis, yaitu :

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah merkaga kajian mengenai
pelaksanaan praktek peninjauan kembali atas putksasasi dengan alasan
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyhtMahkamah Agung, yang
merupakan hak bagi setiap warga negara untuk matidap keadilan dan
kepastian hukum terhadap putusan yang dirasa badliimMelalui penelitian ini,
baik itu mahasiswa, dosen Fakultas Hukum Univessitadonesia, hakim ,
maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui pelaksan@aaktek peninjauan
kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilagkim atau suatu
kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung serta dapangetahui batasan-
batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kakeliyang nyata di Mahkamah
Agung, sehingga diperoleh pegangan atau landasag jelas, yang dapat
dijadikan dasar dalam pengajuan upaya hukum PerinjEembali.

Kegunaan praktis penelitian ini adalah hasil p&aal dapat dijadikan
sebagai pegangan untuk para Hakim Agung dalam atdijan putusan
peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agungy ¢laga dapat
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dipergunakan untuk para mahasiswa dalam mempepeagetahuan mengenai
upaya hukum peninjauan kembali dan lebih memahaemgenai batasan alasan
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyhtMahkamah Agung, yang

menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum perdnjkembali atas putusan

kasasi.

1.5 Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapayaag perlu diketahui
oleh pembaca yang terdiri atas :

a. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut urmantuk tidak
menerima putusan putusan pengadilan yang berupawaeran atau
banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mekeajpermohonan
peninjauan kembali dalam hal serta menurut carag ydiatur dalam
undang-undang irft

b. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidakok#th Mahkamah
Agung terhadap putusan hakim karena putusan imyabehi atau tidak
sesuai dengan undang-undahg.

c. Peninjauan kemba(Herziening)adalah suatu upaya hukum yang dipakai
untuk memperoleh penarikan kembali atau perubabBdrmadap putusan
hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu dagit®

d. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang dibexwemang oleh

undang-undang untuk mengadfli.

“bid., psl. 1 angka 12.

4 Departemen Pendidikan Nasionéhmus Besar Bahasa Indonegitakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hal. 289.

Pbid., hal. 11

“Indonesia (a)op.cit.,psl. 1 angka 8.
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e. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasadrakiknan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarrdNégspublik
Indonesia Tahun 1945,

f. Kekhilafan hakim adalah suatu kekeliruan atau lebse yang tidak
disengaja dilakukan oleh seorang hakim.

g. Perkara adalah suatu urusan atau masalah yg gedlesaikan atau
dibereskarf’

h. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yancpgkan dalam
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa peaadaatau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sertauraecara yang diatur
dalam undang-undang iffi.

i. Novum adalah keadaan baru yang tidak diketahuiwsikiang berjalaft

j. Adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihakpliek kepada yg benar;

berpegang pada kebenaran; yang sepatutnya; tidenaag-wenantf

1.6 Metodologi Penelitian

Kegiatan ilmiah, seperti penelitian merupakan suaarana untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segitifeanaupun praktis.
Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusi@kimenyalurkan hasrat ingin
tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disetemgan suatu keyakinan
bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hudoursggbab- akibatnya , atau

kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

%" Indonesia (e)Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Unddomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang5SNbahun 2004LN No. 9 Tahun
2004, TLN No. 4359

“Departemen Pendidikan Nasionap,cit, hal. 293.
% |bid.

®ndonesia (a)op.cit.,psl. 1 angka 11.
%150edirjo,op.cit, hal 20.

32 http://kamusbahasaindonesia.org/perkBiakses 2 Februari 2011
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Suatu penulisan ilmiah jelas membutuhkan adanyeelpi@n ilmiah
yang berupa penelitian untuk memperoleh serta mepglkan data-data untuk
penganalisaannya. Dalam penyusunan sebuah skrgp®j yuga merupakan
penulisan ilmiah ada berbagai metodologi penelitigang dipergunakan.
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman bagnulis untuk
menganalisa penelitianny3.

a. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan igrmpenelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatwspdur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan Idgkenuan hukum
dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajedada penelitian hukum
normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dawaecara kerja ilmu

hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hokitu sendiri®*

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalala dakunder. Karena

penelitian ini menggunakan data sekunder, maka rbdah&um yang

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukkonder, dan bahan
hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang temtiss peraturan
perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierdhkdang-
Undang® Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digam
adalah segala peraturan perundang-undangan yakgitaardengan
upaya hukum Peninjauan Kembali. Antara lain, KitAlmlang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Tentang Ketentuan PKk&kiasaan
Kehakim an, Undang-Undang Tentang Pengadilan dalagkungan

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian hukurfilakarta: Ul-Press, 1986), hal.3.

3 Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitan Hukum NormatifSurabaya:
Bayumedia Publishing, 2005), hal. 57.

% |bid., hal. 298
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Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undangtang
Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, deteerapa
undang-undang lain dan Peraturan Mahkamah Agung perkaitan
dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yangitetds buku-
buku teks(textbooks)yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasissik hukum, serta
yurisprudensi® Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang
digunakan berupa buku, jurnal, pendapat para sarjaurisprudensi,
serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkai@mgan
Peninjauan Kembali.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mekaipepetunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer daanbabkum
sekunder, seperti kamus hukdm.Bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penguarpdata sekunder,
sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengatakukan studi
dokumen/ kepustakaan. Yang dilakukan dengan mengétaturan-
peraturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kematiisan-putusan

hakim agung, serta literatur yang berkaitan.

. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode gatdn, antara lain :

1) Pendekatan Perundang-Undan@atatue Approach)
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakamdgekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti hdaabagai aturan

% |pid., hal. 296

37 | bid.
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hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentraiuspenelitiart®
Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan pergteraturan
hukum yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali.

2) Pendekatan Analitis
Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adakmgetahui
makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang di&gkan dalam
aturan perundang-undangan secara konsepsionaigsskaengetahui
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusanninukdal ini
dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, samnglitieberusaha
memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturknm yang
bersangkutan. Kedua, menguiji istilah-istilah huktensebut dalam
praktik melalui analisis terhadap putusan-putusaam >

3) Pendekatan Perbanding@@omparative Approach)

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hikarema dalam
bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatupe#sen,
sebagaimana yang dilakukan dalam ilmu emffri®alam penelitian
ini dilakukan perbandingan putusan-putusan penamakembali dari
Mahkamah Agung, untuk mencari persamaan dan pesheda
pertimbangan hakim sehingga akan ditemukan suatasén dari
masalah yang diteliti.

4) Pendekatan Historis atau Pendekatan Sej&forical Approach)
Setiap aturan perundang-undangan memiliki latanKaelg sejarah
yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakangabejkemudian
dibuat aturan perundang-undangan tersebut, makar caangsa
peradilan akan memiliki interpretasi yang samaddap permasalahan
hukum vyang telah diatur dalam aturan perundangngeta
dimaksud®* Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan

%8 |bid., hal.302
% |bid., hal.310
“0bid., hal.313

“bid., hal 318
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historis atau sejarah, yaitu dengan memaparkanabeperkembangan
lembaga peninjauan kembali di Indonesia, dari dawajga sekarang.

e. Metode Analisis

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disteasi sesuai
dengan urutan permasalahan dan akhirnya dilakukafiss data. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adata@tode kualitatif, yaitu
meneliti peraturan yang ada serta fakta yang tegathm praktek upaya
hukum peninjauan kembali terutama dengan alasahilké&n hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata. Hasil penelitian ikara berbentuk penelitian
deskriptif preskriptif analitis. Penelitian deskripperspektif adalah tipe
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan aetepat sifat suatu
keadaan atau untuk menentukan frekuensi suatuagejah juga bertujuan
untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk RE&Sg Ssuatu

permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini antara lain adaBab | Pendahuluan,
yang terdiri dari latar belakang masalah yang mianeaituasi atau keadaan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dasaal peneliti ingin meneliti
masalah tersebut. Rumusan masalah berisi pernygean lengkap mengenai
ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti bsadean identifikasi dan
pembatasan masalah disertai dengan pertanyaan gagaman. Tujuan penelitian
yang merupakan pernyataan mengenai ruang lingkugiates yang akan
dilakukan berdasarkan pertanyaan permasalahan yelgh dirumuskan.
Kegunaan penelitan mencakup kegunaan teoritis daraktis yang
menggambarkan manfaat penelitian bagi pengembargan tertentu serta
menfaatnya bagi penyelesaian suatu permasalahdmidDeperasional yang
merupakan penggambaran hubungan antara konseppkdhssus yang akan
diteliti. Serta metodologi penelitian yang mencerkain segala gerak dan

aktivitas penelitian.
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Bab 1l dalam skripsi ini berisi mengenai tinjauamum upaya hukum
Peninjauan Kembali, yang terdiri dari macam-macgaya hukum yang terdiri
dari upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dayaupakum luar biasa (kasasi
demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali)arakj perkembangan
lembaga Peninjauan Kembali, juga proses acara jpeam kembali yang
mencakup putusan pengadilan yang dapat dimintakamfuan Kembali, para
pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembalsaal@eninjauan Kembali,
tata cara mengajukan Peninjauan Kembali, serta mmacacam putusan dalam
Peninjauan Kembali.

Bab III berisi landasan teori-teori mengenai atakekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata. Dalam bab ini jugeellitkan bentuk-bentuk
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyaragara ahli hukum.

Bab IV berisi uraian dalam bentuk statistik perbgdn mengenai praktek
upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kaesgjan alasan kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Ind@nddgntuk mendapatkan data-
data pada statistik tersebut dilakukan dengan wemaganalisis putusan-putusan
peninjauan kembali atas putusan kasasi serta lpEisbahasan putusan-putusan
yang dijadikan bahan analisis untuk mencari batadasan kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agyalkgni putusan peninjauan
kembali atas putusan Kasasi dengan alasan kekhila&kim atau suatu
kekeliruan yang nyata yang dikabulkan oleh majélakim Agung. Bagian
putusan yang dianalisis adalah bagian alasan p@maohpeninjauan kembali dari
pemohon, bagian pertimbangan dan bagian amar puti®ata menentukan
batasan yang dijadikan dasar kekhilafan hakim atetu kekeliruan yang nyata
di Makamah Agung.

Serta Bab V skripsi ini mencakup bagian simpulan daran. Bagian
simpulan merupakan jawaban dari pokok permasaladeta bagian saran yang
merupakan masukan dari penulis yang berhubungagadgrenyelesaian masalah

yang diteliti.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI

2.1 Macam-macam Upaya Hukum

Yang dimaksud upaya hukum menurut Kitab Undang-dgdBlukum
Acara Pidana adalah sebagaimana yang dirumuskamdBbsal 1 angka 12
KUHAP, yaitu : “ Upaya hukum adalah hak terdakwauaPenuntut Umum untuk
tidak menerima putusan pengadilan yang berupapanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan pernash@eninjauan kembali
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalamngidadang ini.#?

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hudkambiasa.
Upaya hukum biasa dimasukkan dalam Bab XVII, sekamgipaya hukum luar
biasa dimasukkan dalam Bab XVIII. Upaya hukum bisdiri dari dua bagian,
bagian satu tentang pemeriksaan banding dan b&gduma tentang pemeriksaan
kasasi.

2.1.1 Upaya Hukum Biasa
2.1.1.1Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakanyaigaukum yang
dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, sapajyusan pengadilan tingkat
pertama diperiksa lagi dalam pemeriksaan tingkatiog. Secara yuridis formal,
undang-undang memberi hak kepada pihak yang berkegan untuk
mengajukan permohonan pemeriksaan putusan pengaiigkat pertama di

pengadilan tingkat bandir(g.

2 Indonesia (a)op.cit.,psl. 1 angka 12

3 Yahya Harahapp.cit., hal. 429.
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Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat bandintphageemeriksaan
yang secara umum dan konvensional dapat diajukdradep setiap putusan
pengadilan tingkat pertama tanpa terkecuali, sepanhal itu diajukan terhadap
putusan yang dapat dibanding sebagaimana yanduktenPasal 67 jo. Pasal 233
ayat (1) KUHAP* Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP merupakajaparan
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 206@tahg Kekuasaan
Kehakim ar®® yang menegaskan terhadap semua putusan pengdiditgkat
pertama yang tidak merupakan pembebasan dari todudegpat dimintakan
banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. PadalF&¥ KUHAP, putusan
yang tidak dapat dimintakan banding bukan hanydau$an bebas”\fijspraak
tapi juga putusan “pelepasan dari segala tuntutgqurh” (onslag van rechts
vervolging.*®

Permohonan dan pemeriksaan tingkat banding meragdadayang umum
dan biasa, dapat diajukan dan dilakukan terhadapu@eputusan pengadilan
tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas lafms dari segala tuntutan
hukum serta putusan pada acara cepat. Banding alemipupaya hukum yang
dibenarkan undang-undang dan sifatnya merupakayaupakum biasa, ditinjau
dari segi yuridis, upaya banding adalah hak yargerdian Undang-Undang
kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dapaaadilpada rumusan Pasal 67
KUHAP yang menyatakan “Terdakwa atau penuntut umberhak untuk
meminta banding terhadap putusan pengadilan tinglatama”. Pasal 67
KUHAP dengan tegas menyebut permohonan bandingalad&hak” yang
diberikan undang-undang kepada terdakwa atau penumum?’

Adapun tujuan dari pemeriksaan tingkat bandingaddal

a. Memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tinglatdma. Sebagai

manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, ked@ladan kekhilafan.

Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat padaispat yang

4 yahya Harahamp.cit., hal. 429.
> Indonesia (d)pp.,cit psl. 26 ayat (2).
“® Indonesia (a)op.,cit, psl. 67

47 bid.
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dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, undang-ugdamembuka
upaya hukum yang bertujuan untuk “mengoreksi” kadsah dan
kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atasl&kan pengadilan
tingkat pertama, diperbaiki oleh pengadilan tingkahding, supaya
pemeriksaan dan putusan tingkat pertama itu dikékaloa kearah
ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenasgjangga
pemeriksaan dan putusan pengadilan tingakat pertaenar-benar
akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undadg@ng yang
berlaku.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Dengan adanya Upaya hukum banding memungkinkan saaitu
pengadilan tingkat pertama diperiksa pada tingkaiding, hal itu
mempengaruhi pengadilan tingkat pertama untuk l&eisikap hati-
hati dan korektif, karena sejak semula sudah herftentang
kemungkinan putusan yang dijatuhkan akan diuji keb@nnya pada
pemeriksaan tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hilktusan yang
dijatuhkan pada tingkat banding akan diikuti sebamgaseden oleh
Pengadilan Negeri yang ada dilingkungan daeralurmuRengadilan
Tinggi sehingga akan mengurangi terjadinya putysargadilan yang
saling tidak bersesuaian antara satu pengadilagade®engadilan
Negeri lain tentang satu kasus yang sama.

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat gipetkan terdakwa atau
penuntut umum untuk mengajukan permohonan bandBeybeda dengan
permohonan kasasi, Pasal 253 ayat (1) KUHAP yangnoiealasan yang dapat
dikemukakan oleh pemohon kasési.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidsexadiri tidak

memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permohbaading, maka untuk

mencari landasan alasan banding, didasarkan pa#aanmemeriksaan tingkat

8 yahya harahamp.cit.

“9 Indonesia (a)op.cit., psl. 253 ayat (1)
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banding, yakini memeriksa dan memutus pada tingleakhir putusan
pengadilan tingkat pertama. Alasan putusan peragadiihgkat pertama diperiksa
dan diputus pada tingkat banding adalah karenakera atau penuntut umum
memintanya, dikarenakan keberatan atau tidak seaips putusan yang
dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Jadiaal diajukannya permohonan
banding adalah karena pemohon tidak setuju danr&eme atas putusan yang
dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertatha.

Permohonan banding yang diajukan terhadap putusagapilan tingkat
pertama dapat menimbulkan beberapa akibat hukucar&earis besar akibat
hukum dari permohonan banding terhadap putusasbtetsidalah :

a. Putusan menjadi mentah kembali.

Permohonan banding mengakibatkan putusan menjauiameseolah-
olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa |&gicara formal
putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan ityd@ndengan adanya
permohonan banding.

b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab igugdngadilan

tingkat banding.

Dengan adanya permohonan banding, segala sesuatg ya
berhubungan dengan perkara tersebut beralih metajaggung jawab
yuridis Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan timghesnding.
Peralihan yuridis terhitung sejak tanggal permohobanding tidak
dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti danapenan beralih
menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat banding.

c. Putusan yang dibanding tidak memiliki daya ekseRbsi

Akibat lain dari permohonan banding, menyebabkdangnya daya
eksekusi putusan, karena dengan adanya permohandmg, putusan
menjadi mentah kembali. Putusan itu belum memputkgkiuatan
hukum mengikat baik terhadap terdakwa maupun pebwrnhum.

Oleh karena itu putusan belum mempunyai daya eksekemikian

0 Andi Hamzahpp.cit., hal. 285

*LYahya harahapmp.cit. hal 433
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juga bila terdakwa ditahan, dengan adanya permeohbaading, status
terdakwa masih terdakwa yang berada dalam tahaaanbelum
berubah menjadi terpidana.

Wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksdusan

pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

a. Meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengaditangkat
pertama.
Wewenang Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan ifymgsdilan
tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan darugan yang
dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Wewenanggydemikian
telah ditetapkan dalam yurisprudensi. Dalam halYiahya Harahap
mengambil contoh dari putusan Mahkamah Agung tangghkanuari
1982, No. 471 K/Kr/1979, antara lain menegaskamwiaah “Yang
penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkading adalah
mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pdsesain dari
hakim tingkat pertama”. Selanjutnya dalam kalinmerikutnya
ditegaskan lagi : “ Adalah menjadi wewenang Perlgadiinggi untuk
menganggap mana-mana dari memori atau kontra megang
penting perlu ditanggapi dalam pertimbangan putoygan
Dengan demikian jelaslah bahwa wewenang pengadilagkat
banding dalam memeriksa perkara banding meliputirsle perkara.
Perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ul@egara
keseluruhan dalam tingkat banding, tidak ubahnparsiepemeriksaan
perkara dalam pengadilan tingkat pertafa.

b. Berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dasgutu
Oleh karena wewenang pemeriksaan tingkat bandingnemksa
perkara secara keseluruhan, oleh karenanya bergieananinjau dan
menilai segala sesuatu yang berhubungan denganrigsaa dan
putusan, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemaakssaksi atau
ahli serta dapat menilai keadaan pembuktian yandubengan
dengan perkara tersebut.

%2 | pid.

Universitas Indonesia
Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



23

c. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.
Keberatan yang ditujukan pemohon banding terhadéyhdl tertentu
saja, tidak merupakan halangan untuk memeriksayarkara secara
keseluruhan>®
Pada Pasal 67 KUHAP untuk menentukan bahwa tidakisgutusan pengadilan
dapat dimintakan pemeriksaan banding, seperti patifengadilan Negeri yang
berupa:
a. Putusan bebas
b. Lepas dari segala tuntutan hukum
c. Putusan pengadilan dalam acara cébat.

Pasal 233 ayat (2) KUHAP menentukan tenggang waktuk meminta
diadakan pemeriksaan pada tingkat banding, yaituarf sesudah putusan itu
diucapkart® Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa gtermy
waktu tujuh hari bukanlah tujuh hari kerja. Hal berarti apabila didalam waktu
tujuh hari itu terdapat hari libur maka hari libitw ikut terhitung. Didalam hal
terdakwa tidak hadir sewaktu putusan itu diucapkaaka waktu tujuh hari
dihitung sejak putusan itu diberitahukan kepadaatiera yang tidak hadir itq°

Pasal 234 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabéilggang waktu
bagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) KUkt tewat tanpa diajukan
permohonan banding oleh yang bersangkutan, malka arsangkutan dianggap
menerima putusal. Apabila pemohon banding memenuhi syarat sebagaiman
ditentukan oleh Pasal 234 ayat (1) KUHAP, maka teaniPengadilan Negeri
membuat surat keterangan tentang penerimaan paamydtanding itu yang
ditandatangani oleh Panitera dan pemohon sedangiarbusan dan surat

keterangan tersebut diberikan kepada pemohon hgritlin

>3 Ibid., hal 434.
** Indonesia (a)pp.cit.,psl. 67
% Ibid., psl. 233 ayat (2)

% Hadari Djenawi TahirPembahasan Tentang upaya hukum banding dan Peaimjau
Kembalj (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hal.14

*" Indonesia (a)pp.cit., psl. 234 ayat (1)
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Pasal 237 KUHAP mengatur masalah “memori bandingfi dkontra
memori banding®® dimana dikatakan selama Pengadilan Tinggi beluntaimu
memeriksa perkara dalam tingkat banding, baik tevdaatau kuasanya, maupun
penuntut umum dapat menyerahkan memori bandingkataiwa memori banding
kepada Pengadilan Tinggi. Tujuan dari memori bagditialah untuk memberikan
bahan-bahan sebagai pertimbangan bagi hakim Piéagadegeri mengenai
alasan ketidaksesuaian atas putusan PengadilanriNsgdangkan tujuan dari
kontra memori banding adalah membenarkan putusawgadéan Negeri atas
pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Negesebut.

Mengenai status terdakwa sejak saat berkas pepafagrada ditangan
Pengadilan Tinggi karena dimintakan banding, diteam oleh Pasal 238 ayat (2)
KUHAP bahwa wewenang untuk menentukan penahanalitbése Pengadilan
Tinggi sejak saat diajukannya permohonan bantfingasal ini mengandung
pengertian bahwa apabila permohonan banding diajudecara lisan sesaat
setelah dibacakannya putusan Pengadilan Negeri sediaitu pula wewenang
penahanan ada pada Pengadilan Tinggi, tidak mesg@aliapakah permohonan
pemeriksaan banding nanti akan diterima atau difila

Penjelasan Pasal 238 ayat (2) KUHAP menunjukkamaatpabila dalam
perkara pidana terdakwa menurut Undang-Undang ddpabhan, dalam hal
permohonan banding diajukan, Pengadilan Tinggiyiaing menentukan ditahan
atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepad@dbanding mencapai
jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatubleh Pengadilan Negeri,
ia harus dibebaskan seketika itu.

Dalam KUHAP juga diatur mengenai bentuk putusan gyadapat
dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara ydipgriksanya dalam tingkat
banding, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Neggabila pemeriksaan yang
dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dikanadan disetujui

*8 Hadari Djenawi Tahirop.cit.,hal. 14
% Indonesia (a)pp.cit.,psl. 237
% Ibid., psl. 238 ayat (2)

®1 Yahya harahamp.cit. hal 435
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Pengadilan Tinggi, mengubah atau memperbaiki amtrspn Pengadilan Negeri
sepenjang mengenai pertimbangan dan alasan yangidoalam putusan dapat
disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggimun mengenai amar
putusan Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehirpar tersebut perlu

diperbaiki atau diubah, dan membatalkan putusagariian Negerf”

2.1.1.2 Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada kisedamaupun
penuntut umum. Tergantung kepada mereka untuk nueaggn hak tersebut.
Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang8\dahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakim an telah ditegaskan bahwa Mahkakgang merupakan
Pengadilan Tingkat Terakhir (kasasi) bagi semuagklingan peradilaf?
Bagaimana kaitan bunyi Pasal 20 ayat (1) Undangaugd\No.48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakim an dengan perkara pidampat dijumpai dalam
ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan : “Oaghgutusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir olehgaelilan lain selain daripada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapagajukan permohonan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecualiadep putusan
“bebas”®*

Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkéthieselain dari pada
putusan Mahkamah Agung sendiri dapat diajukan pkeoman pemeriksaan
kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umumpd derkecuali dan tanpa
didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhasapasputusan perkara pidana
yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakti@pat diajukan permohonan
pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa maupun aehlrgut umum. Ini berarti
terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukangbeman pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua pupigama yang diambil
oleh pengadilan pada tingkat terakhir.

®2 bid., hal 495.
% Indonesia (d)op.cit., psl. 20 ayat (1)

% Yahya harahamp.cit.
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Yang dimaksud dengan putusan pada tingkat terakiailah :
a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertamaedakhir.

Sebagaimana diketahui ada jenis perkara dimansyaddéan Negeri
sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkabp®atdan tingkat terakhir. Jenis
perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadikgeri pada tingkat pertama
dan terakhir ialah perkara tindak pidana ringangydratur dalam bagian ke-6
paragraf | Bab XVI, Pasal 205 sampai dengan 210 KBHDemikian juga
perkara “pelanggaran lalu lintas jalan” sepertigzdratur dalam Pasal 211 sampai
dengan 216 KUHAP adalah jenis perkara yang diparidan diputus oleh
Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir

Terhadap putusan tindak pidana ringan dan petaaggalu lintas jalan,
tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kedafim hal dijatuhkan pidana
perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditegaakah205 ayat (3) dan
Pasal 214 ayat (8) KUHAP. Itu sebabnya putusandikategorikan sebagai
putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Terhgudpsan yang seperti ini
upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa atau penwmum ialah
permohonan pemeriksaan kasasi.

b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding pakan putusan
pengadilan pada tingkat terakhir. Karena itu teapagemua putusan pengadilan
tingkat banding, dapat dimintakan pemeriksaan k&sgsada Mahkamah Agung.
Dalam praktek, hampir terhadap semua putusan tingkading selalu diajukan
permohonan kasasi. Setiap pihak yang tidak merass @tas putusan yang
diambil pengadilan tingkat banding, dapat mengajykermohonan kasasi.

Hal inilah yang menjadi ciri bahwa permohonan katahadap putusan
yang diambil pengadilan tingkat banding adalah mpakan upaya hukum bia&&.

Mengenai arti dari kata “putusan bebas”, yang mekap putusan yang
dikecualikan oleh Pasal 244 KUHAP, pembuat Undangdmg tidak

% Ibid.

% Darwan PrintsHukum Acara Pidana Suatu PengantérJakarta: Djambatan, 1989),
hal. 132.
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memberikan penjelasan mengenai istilah tersebuapieari Pasal 191 ayat (1)
dan (2) KUHAP pengertian istilah-istilah tersebapdt disimpulkari’

Dalam praktek pernah terjadi dimana suatu putusamgymerupakan
putusan bebas, tetapi terhadapnya ternyata dapattdkan banding atau kasasi
dan bahkan dimintakan Peninjauan Kembali. Hal imsellabkan adanya
perkembangan didalam praktek dimana putusan bebssbut ada yang murni
dan ada pula yang tidak murni. Tentang putusan Sdberdasarkan ketentuan
Pasal 244 KUHAP, telah jelas bahwa terhadap putbsebas tidak dapat diajukan
kasasi. Akan tetapi, kenyataan dalam praktek, tmmanPasal 244 KUHAP
tersebut telah disingkirkan atau dikesampingkarm dfahkamah Agung secara
contra legem Pada kenyataannya permohonan pemeriksaan kasasidap
putusan bebas dapat diajukan. Apa yang dilarangl Radelah dibenarkan dalam
kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas merupagantra legemyakni praktek dan
penerapan hukum yang secara terang-terangan @ergamt dengan undang-
undang®®

Sebenarnya, sejarah penerobosan terhadap lararagah 214 KUHAP
justru datangnya dari pihak eksekutif sendiri (O&graen Kehakim an) :

a. Pada tanggal 10 Desember 1983, keluar Keputusartekiiddehakim an

No. M.14-PW.07.03 Th 1983 Tentang Tambahan PedoRsaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hteigan ini

dibarengi dengan lampiran keputusan tanggal sestaon sama. Pada

angka 19 lampiran dimaksud terdapat penegasan,bemnga pedoman :

1) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan h@ndi

2) Terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi,inhabkan

didasarkan pada yurisprudensi.
b. Pada tanggal 15 Desember 1983, lahir yurisprudgargy pertama dalam

Keputusan Menteri Kehakim an tersebut, dimana MatsktaAgung telah

menerima permohonan kasasi dari jaksa atas puthsebas terhadap

terdakwa Natalegawa oleh Pengadilan Negeri Jal&etatan. Menurut

*"Ibid.

% Yahya Harahamp.cit.,hal.520.
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putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohomeadt terhadap
suatu putusan bebas dilakukan dengan tanpa memfpensomengenai
apakan putusan bebas itu murni atau tidak murdiirtiberarti bahwa:
1) Mahkamah Agung yang nanti akan menentukan murni dan
tidaknya pembebasan itu.
2) Mahkamah Agung yang akan menentukan dapat atakniida
kasasi diterim&’

Jika putusan pembebasan benar-benar murni, sudaangbatentu
permohonan kasasi tidak dapat diterima. Sebaliljikg pembebasan tersebut
bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agumgs hmenerima
permohonan kasasi tersebut.

Adapun tujuan utama upaya hukum kasasi adalah :

a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan l@awataitu untuk
memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapanrhagar hukum
benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, s@d&ah cara
mengadili perkara benar-benar dilakukan menurugrkaan Undang-
Undang.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Disampinglakan
koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peaadiasasi, ada
kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptafakum baru dalam
bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wamgeryang ada
padanya dalam bentykdge making lawsering Mahkamah Agung
mencipta hukum baru yang disebut hukum kasus edaa lawguna
mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka regaskean
makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai déeegstisitas”
pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai ldgsadaran
masyarakaf®

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan huRengan

adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprijdeaisan

*1bid.

0 | bid.
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mengarahkan keseragaman pandangan dan titik totalergpan
hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasif tapendari
kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh pkima hyang
tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang
dimilikinya.”
Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatdmdaPasal 253 ayat (1) KUHAP.
Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapanaikan Pasal 253 ayat (1)
KUHAP terdiri dari:"2

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkam diterapkan

tidak sebagaimana mestinya.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menketentuan

Undang-Undang.

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas waveggrya.

Ketiga hal tersebut adalah yang dibenarkan olefangindang sebagai
alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberaiasasi ditolak karena tidak
dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasag Wmitatif dengan
sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang MadkaAgung memasuki
pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbaaaya meliputi kekeliruan
pengadilan atas ketiga hal tersebut. Dalam menmasasinya pemohon kasasi
sedapat mungkin memperlihatkan bahwa putusan péagaghng dimohonkan
kasasi tersebut mengandung kesalahan penerapamhatau pengadilan dalam
pengadili dan memutus perkara tidak melaksanakaa o@engadili menurut
undang-undang, atau pengadilan telah melampaus beavenangnya, baik hal
itu mengenai kewenangan absolut maupun relatif plampauan wewenang
dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridimgkrtimbangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAPNh@eonan kasasi
harus diajukan oleh pemohon , yaitu terdakwa ates& hukumnya dan penuntut

umum, melalui Pengadilan Negeri yang semula memparkara itu. Jangka

" Ibid., Hal 518
2 Indonesia (a)pp.cit.,psl 253 ayat (1)

3 Yahya Harahapp.cit., hal 544.
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waktu untuk mengajukan permohonan kasasi ditentdkéam waktu empat belas
hari sesudah putusan yang dimintakan kasasi ieritihukan kepada terdakWa.

Jangka waktu pemeriksaan kasasi disini berbedaademngka waktu
permohonan pemeriksaan banding, yakni tujuh harmmBhonan kasasi sewaktu-
waktu dapat dicabut kembali oleh pemohon dengasmkean :

a. Jika pencabutan permohonan tersebut dilakukan dewhkrkas
perkara masih berada di Pengadilan Negeri, makangienan
tersebut tidak jadi dikirim kepada Mahkamah Agung.

b. Pecabutan masih dapat dilakukan walaupun permohensebut telah
dikirim dan berada ditangan Mahkamah Agung.

c. Jika pencabutan dilakukan pada waktu perkara telalai diperiksa
oleh Mahkamah Agung, maka pemohon dibebani biayay yialah
dikeluarkan sampai dicabutnya permohonan tersebut.

d. Permohonan kasasi yang telah dicabut tidak dapatkdin lagi untuk
kedua kalinyd?

Dalam Pasal 248 KUHAP mengatur mengenai memori skagang
merupakan syarat mutlak dan jika tidak dipenuhu arlambat disampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak pemdiasasi tersebut menjadi
gugur/® Selain itu memori kasasi juga harus memuat alat@san diajukannya
kasasi yang telah diatur secara limitatif dalamalP283 ayat (1) KUHAP.

Penyebutan alasan-alasan didalam memori kasasahagahgat penting
mengingat suatu permohonan pemeriksaan kasasi ta@pgebutkan alasan-
alasan yang tepat mengakibatkan kasasi tersebolalditTembusan momori
kasasi yang telah disampaikan kepada panitera giéagalisampaikan kepada
pihak lainnya dan pihak lainnya berhak menyampaikamtra memori kasasi”,
dimana jangka waktunya sama dengan penyampaian rnkasasi, yaitu empat
belas hari dan pihak lainnya pun akan menerimaaalkontra memori kasasi

tersebut. Kedua belah pihak yang merasa masih adg perlu ditambahkan

" Indonesia (a)op.cit.,psl 245 ayat (1)
S Yahya Harahapp.cit.

"8 Indonesia (a)pp.cit.,psl. 248
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dalam memori kasasi maupun kontra memori kasadangrundang memberikan
kesempatan selama empat belas hari lagi. Setetplassesuatu nya lengkap,
maka selambat-lambatnya didalam tempo empat Weddasberikutnya semua
surat permohonan kasasi dikirim kepada Mahkamamggu
Mengenai pemeriksaan kasasi diMahkamah Agung, wkik oleh

sekurang-kurangnya tiga orang hakim agung. Dalahdiajukan permohonan
kasasi, status penahanan seperti yang terdapaasdil R53 ayat (4) KUHAP
adalah kewenangan Mahkamah Agung. Setelah selesaerfksaan, kasasi
dilanjutkan dengan putusan kasasi. Dalam putusaaskafungsi dan peran dari
Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan tertinggena tujuan kasasi itu
adalah menciptakan kesatuan hukum disamping hendakjamin kesamaan
dalam peradilan sehingga terwujud kepastian huuibalam Pasal254 KUHAP
dikenal dua bentuk Mahkamah Agung dalam tingkatagiasyaitu menolak
permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan Kasasi

2.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian eéayimpppangan dari
upaya hukum biasa banding dan kasasi. Putusan gitarggzang dimohonkan
banding atau kasasi merupakan putusan yang belumpomyai kekuatan hukum
tetap dan dapat diajukan terhadap semua putus&n dbetn pihak terdakwa
maupun oleh penuntut umum. Upaya hukum luar biatekukan terhadap
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatiamhtetap.

Upaya hukum luar biasa dapat berupa kasasi denankiegan hukum,
yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalanpat@san pengadilan tingkat
terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agwegangkan peninjauan

kembali yaitu hak terpidana atau ahli warisnya kntoemperbaiki putusan

" Darwan printspp.cit, hal 138
8 Oemar SenoadjKekuasaan Mahkamah Agurdakarta: Airlangga, 1982), hal.13

" Darwan printspp.cit
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pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai alkbkeliruan atau kelalaian
hakim dalam menjatuhkan putusanfi¥a.

2.1.2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak merkbardefinisi
tersendiri mengenai kasasi demi kepentingan hulRasal 259 ayat (1) KUHAP
menyebutkan : “Demi kepentingan hukum terhadap seputusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilam Is¢lain daripada
Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohokasasi oleh Jaksa
Agung.”™!
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat disimpubedmva pemeriksaan
kasasi demi kepentingan hukum adalah pengajuarsikgaag diajukan oleh jaksa
agung terhadap semua putusan yang berkekuatan htétap) dari pengadilan
selain daripada Mahkamah Agung. KUHAP membatasnplobnan kasasi demi
kepentingan hukum ini hanya pada Jaksa Agung dagahdapat diajukan satu
kali, yang disampaikan secara tertulis kepada MalakaAgung melalui panitera
pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkdtsertai risalah yang
memuat alasan permohonan. KUHAP tidak menyebutkdasaa lain untuk
mengajukan upaya hukum luar biasa ini, selain “dezpentingan hukunm™®

Terhadap semua putusan kecuali putusan MahkamamgAgiapat
diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengamasyaitusan pengadilan itu
telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbadda putusan Pengadilan
Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi. Terhad&gpsan Mahkamah Agung
yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapguldia upaya hukum kasasi
demi kepentingan hukum. Satu-satunya jalan yangatdajptempuh untuk

mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah bedtak hukum tetap

8 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana IndonesidJakarta: Penerbit CV Sapta Artha
Jaya, 1996), hal.300.

8 Indonesia (a)op.cit.,psl. 259 ayat (1)

8 Andi Hamzahpp.cit.
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adalah melalui upaya hukum Peninjauan Kembali. e letak salah satu
perbedaan antara kasasi demi kepentingan hukunadéeninjauan Kembdf:.

Yang berhak mengajukan kasasi demi kepentinganrhukasuai dengan
Pasal 259 ayat (1) KUHAP, yaitu Jaksa Agung kargatannya. Terpidana
maupun ahli waris atau penasehat hukum tidak dgmenkkan mengajukan upaya
hukum ini. Demi tegaknya hukum dan kepastian hukpemgajuan kasasi demi
kepentingan hukum hanya diperbolehkan satu kadi. gikja terdapat kekeliruan
hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dalam pesaenik kasasi demi
kepentingan hukum, satu-satunya jalan yang dapaemguh untuk
mengoreksinya adalah dengan pengajuan upaya huénmj&uan Kembaft?

Mengenai tatacara pengajuan kasasi demi kepentihgdam, diatur
dalam Pasal 260 KUHAP. Pertama, permohonan diajidamara tertulis oleh
Jaksa Agung melalui panitera Pengadilan Negeri damperkara itu pertama
kalinya diadili. Hal itu untuk menghindari hambatadministratif. Sebab jika
permohonan langsung diajukan kepada Mahkamah Agoe@rti Mahkamah
Agung harus meneruskan lagi permohonan itu kepadgdelilan Negeri supaya
mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yasggangkutan kepada
Mahkamah Agung. Dalam permohonan harus dicantumikafah yang memuat
alasan mengapa permohonan tersebut diajukan. Renwam risalah ini
merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa. aarnipalah, maka
permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formiaingga konsekuensinya
permohonan tersebut akan ditof3k.

Salinan risalah tersebut oleh panitera kemudiaanasikan kepada pihak
yang berkepentingan dalam hal ini pihak terdakwegeBa setelah menerima
permohonan kasasi demi kepentingan hukum, Ketuagd@dan Negeri
meneruskan permohonan itu kepada Mahkamah Agulegigliapi dengan berkas
perkara secara komplit yang meliputi berita acaemeriksaan disidang

pengadilan, semua surat yang timbul dipersidangang yada hubungannya

8 Yahya Harahamp.cit., hal. 605
8 Ibid.

% Indonesia (a)pp.cit., Psl. 260.
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dengan perkara serta putusan-putusan pengadilag parsangkutan dengan
perkara yang dimaksu.

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi deperitingan
hukum tidak secara tegas diatur oleh KUHAP. Halkarbeda dengan upaya-
upaya hukum yang lain yang secara tegas ditenttdaggang waktunya oleh
KUHAP. Menurut Yahya Harahap, mengenai tenggangtwva&rsebut, lebih
obyektif jika konsisten dengan ketentuan Pasal agdt (3) KUHAP dengan
landasan pemikiran sebagai berikut :

a. Baik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum oraugpaya
hukum peninjauan kembali adalah merupakan rumpuargeausyang
sama dalam bentuk lembaga “upaya hukum luar biasa”.

b. Motivasi yang sama-sama bertujuan untuk mengorgkgiusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Obyeknya juga serupa, sama-sama ditujukan untukemlegsa putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum t&tap.

Kasasi demi kepentingan kepentingan hukum, tidalehbanerugikan
pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengdrékpyang berkepentingan”,
dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP bukan hanya terpgidserta ahli warisnya,
sebab bisa saja dalam suatu perkara pidana terdakeentingan banyak pihak,
seperti kepentingan pihak ketiga atau kepentingsgara. Meskipun demikian,
pada prinsipnya kepentingan pihak terdakwalah ytedak boleh dirugikan. Hal
ini dalam rangka menjamin hak-hak terpidana agagga sampai pemeriksaan
kasasi demi kepentingan hukum itu mengakibatkapidana mendapatkan

hukuman yang lebih ber&.

2.1.2.2 Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar lWakan pengertian
hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telahilikiekekuatan hukum

& Ibid.
87 Yahya Harahamp.cit hal. 593.

8 | pid.
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tetap. Dasar hukum mengenai upaya hukum peninjkearbali terdapat dalam
Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai denganl R&SaKUHAP.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, sejak zamanekdekaan tidak
sedikit putusan pemidanaan yang salah, yang ddaasibleh proses peradilan
sesat. Putusan memidana yang salah, menyebabkderip@an terpidana yang
tidak berdosa secara lahir dan batin yang idergiilgdn putusan peradilan se$at.
Terungkapnya praktik peradilan sesat di IndoneBiasanya disebabkan atau
dimulai oleh hal atau keadaan yang muncul secatsetidan. Sebagaimana
peradilan sesat yang pernah terungkap, ternyataldimiari kejadian yang secara
kebetulan saja. Bukan disebabkan oleh kesadarainallipkepolisian yang
berusaha untuk mengungkap kesalahan yang dilakunlkegiara dalam proses
peradilan sesat. Kepolisian biasanya hanya meniawjaki saja atas fakta yang
terungkap secara kebetulan tersebut. Memang tidakam mengungkap proses
peradilan sesat. Karena para oknum penegak hukag teaibat selalu berusaha
menutup rapat-rapat dosa yang dilakukannya. Terigadembaganya juga ikut
menutup-nutupi dan menyimpan rapat-rapat, dan lehkalakukan pembelaan
diri. Merasa tidak bersalafi.

Lembaga peninjauan kembali dibentuk ditujukan b&gpentingan
terpidana, bukan kepentingan negara atau korbaentkan ini berpijak pada
dasar filosofi, bahwa negara telah salah memidamalyduk yang tidak berdosa
yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya huliasa. Tidak dibenarkan
negara berdiam diri menghadapi penduduk yang togslosa terlanjur dipidana.
Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidedalbh, membawa akibat
telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidamaraetidak sah. Bentuk
penebusan dosa tersebut yakni negara memberikakdpada terdakwa untuk

melawan putusan yang salah tersebuPeninjauan kembali berfungsi untuk

8 Adami Chazawil.embaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidadakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal. 2.

% pid., hal. 9.

1 bid., hal. 4
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mengembalikan hak dan keadilan terpidana yangnjarl@irampas negara secara
tidak sah’?

Didalam KUHAP tidak diberikan definisi atau batagantang pengertian
“Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telamperoleh kekuatan hukum
tetap”. Harus dicari baik didalam pasal-pasalnyagylangsung berkaitan dengan
masalah peninjauan kembali maupun dalam penjelgaanBisamping itu
perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek turat pehunjang guna mencari
pengertian tersebut. Kata-kata “Peninjauan kembgaliig kini digunakan dalam
KUHAP dikenal didalam Peraturan Mahkamah Agung NorhoTahun 1969
Tentang Pencabutan SEMA No. 7 Tahun 1967 TentangdP®nan peninjauan
kembali putusan/ gugatan sec&aquest-CivielDemikian juga digunakan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pengabiddam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yaitu didalasaPa1.?® Dan paling
akhir, sebelum dikeluarkannya KUHAP, dipergunakagi Ididalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjal@mbali Putusan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetaptagiedari sekian
banyak ketentuan tersebut tidak ada yang memberdefmisi yang tegas
mengenai “Peninjauan kembali”.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempeiadnatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segdalgan hukum, terpidana atau
ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjakambali kepada
Mahkamah Agung®*

Penjelasan Pasal ini juga tidak memberikan defimsrihal istilah
“Peninjauan kembali”. Hal ini berarti bahwa pembuandang-undang
menganggap para pembaca KUHAP telah mengerti. Glephestilah peninjauan
kembali S.M Amin sebagaimana dikutip oleh Hadaeriwi memberi pengertian

sebagai berikut : “Bilamana suatu vonis telah bgadaujud memenuhi beberapa

2 Ibid.
% Indonesia (d)op.cit.,psl. 21

% |Indonesia (a)op.cit.,psl. 263
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syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadgexsoalan ulangahgerziening
menurut istilah asing, yang seterusnya akan kibats#injauan ulang”. Disini
dapat diartikan bahwa “tinjauan ulang” identik dangeninjauan kembaf:.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpuliewa peninjauan
kembali adalah upaya hukum luar biasa didalam ramgkncari perbaikan atau
perubahan terhadap putusan yang berkekuatan hudtap tyang merupakan hak
dari terpidana maupun ahli warisnya dengan tenggaakfu pengajuan yang
tidak terbatas® Menurut Adami Chazawi, peninjauan kembali perkpi@gana
merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-egkdana yang telah
dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertaggguedban negara pada
terpidana, dan wujud penebusan dosa negara paiidaies atas kesalahan negara
yang telah merampas keadilan dan hak-haknya stdakasalr’

Dalam sistem tatacara peradilan kita suatu perkang berakhir dengan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidd&hbdibuka lagi. Dengan
demikian ada kepastian hukum. Suatu proses tidd&hbberlangsung tidak
berhingga, baik proses itu mengenai perkara pidaaapun perdata. Memang
harus diakui, tidak setiap problema, apalagi yaelikmlapat dipecahkan dengan
memuaskan. Namun dalam setiap proses harus digmiusan secara definitif
yang menutup pintu bagi berlangsung terusnya atag ynenutup jalan bagi
terbukanya proses itu.

Tujuan hukum peninjauan kembali adalah untuk merkderkesempatan
kepada pihak terpidana yang dijatuhi hukuman dakmtu perkara untuk
mengajukan permohonan agar putusan yang telahkuestesn hukum tetap dapat
dibatalkan mengingat putusan tersebut bertentang@mgan keadaan yang

sebenarny&

% Hadari Djenawipp.cit, hal.25
% Ibid.
7 Adami Chazawipp.cit, hal. 7.

% | bid.
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2.2 Perkembangan Sejarah Lembaga Peninjauan Kembhgldbmnesia

Lembaga peninjauan kembali yang meligdgirzieningdanRequest Civiel
(Rekes Sipil) merupakan keturunan hukum Perancemdhya berturut-turut
Revisiondan Requete CivileLembaga ini dimasukkan dalam hukum acara di
Belanda dengan nanterzieningdanRequest Civiel®

Herzieningitu merupakan aspek hukum pidana dari lembaganjzeran
kembali disamping aspek hukum perdata daReguest Civielsebagai upaya
hukum luar biasd”® Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama admlaBaeya-tidaknya telah ada
sejak tahun 1848 pada saat diundangkameglement op de Strafvorderi{Rsy
pada tanggal 1 Mei 1848. Pada waktu itu peninjakembali dikenal dengan
istilah Herzieningyang dalanmRsvtermuat dalam Titel 18 tentaitgrziening van
Arresten en Vonnisguada Pasal 356 sampai dengan Pasal%60.

Ketentuan acarblerzieningdalamRsvyang berlaku di Indonesia tersebut
sesuai dengawetboek van Strafvordering (WvHjel 18 pada Pasal 457 sampai
dengan Pasal 481, sedangkdequest Civiel dalam Reglement op de
Rectvordering (RRWada Buku | Titel XI, Pasal 382 sampai dengan 38612
Dalam kebiasaaf®Svmengatur tentang tata beracara pidana dimuka ifsrad
untuk golongan Eropa. Adapun tentang tata bergoem@ata dan beracara pidana
dimuka peradilan untuk golongan pribumi diselnlendsch Reglement?

Dalam Hukum Acara yang berlaku saat itu, dua lerabagkum baik
HerzieningmaupunRequest CiviedalamHIR/ RBG tersebut, karena keduanya
hanya mengatur tata cara beracara pada perddiladraad (Pengadilan Negeri

sekarang) dan pengadilan Bumiputera lain yang letehdah Inhlandse

% Soedirjo,0p.cit, hal.14

1% Oemar SenoadjiHerziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan De{ilgkarta:
Erlangga, 1989), hal.13.

191 Hadari Djenawipp.cit, hal. Vi
192 50edirjo,op.cit,hal.14

193 gydirman, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidanélakarta: Raja Grafindo,
1994), hal.553.
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Rechtbanken)® Untuk beracara pada peradilan banding dalam peergitana
maupun dalam perkara perdata yang menjadi weweRaag van Justiti€RvJ)
atau Pengadilan Tinggi sekarang, aturannya terrdam RSv untuk perkara
pidana darRRvuntuk perkara perdat Herzieningyang permasalahannya harus
ditangani HooggerechshofHGH) diatur dalamRSv. Berbeda dengamequest
Civiel yang harus diajukan ke pengadilan, yang putusardig@nta untuk
dibatalkan. Putusannya dapat berupa putuRad pada tingkat pertama atau
putusanHGH dalam tingkat bandinf® Dengan demikianRvJ adalah hakim
pada tingkat banding terhadap putusandraaddan hakim pada tingkat pertama
terhadap penduduk golongan Eropa yang baginya gisgmberlaku Hukum
Pidana, berlaku Hukum Perdata tertulis yang teratderdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagany.

Peninjauan kembali dalam konteks produk Hukum Nedjoyaitu setelah
lima tahun dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli599yang menyatakan
Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 19&Bhal peninjauan
kembali mendapat landasan konstitusional dalaml R&ddndang-Undang No.19
Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelam&ehakim an. Pasal
15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa terhadapsantypengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimaoomeninjauan kembali,
hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keagaag ditentukan dengan
undang-undang. Adapun penjelasan pasal ini mengabut‘ Pasal 15 ini
mengatur tentang peninjauan kembali putusan pelagacitau Herziening
Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukung ystimewa dan pada
dasarnya baru dilakukan setelah alat-alat hukummyai telah dipergunakan tanpa

hasil. Syarat-syaratnya diterapkan dalam Hukum At

194 Hadari Djenawipp.cit., hal.vii
195 bid.

1% bid., hal. viii

197 1bid.

198 Indonesia (b)op.cit
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Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya, diterandgkatang pentingnya
peninjauan kembali karena belum diatur dalam Hukioara. Selengkapnya
penjelasan umum undang-undang tersebut menyeblutkaSalah satu hal yang
dalam Hukum Acara yang lalu tidak diatur adalahimaoan kembali putusan.
Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim , yandaadseorang manusia biasa
yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. ekar itulah dibuka
kemungkinan memohon peninjauan kembali putusan.rabggaratnya akan
diatur sendiri, yaitu dalam Hukum Acara. Denganngdalembaga peninjauan
kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilarariteenar menjalankan
keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipdmsratnya dalam mencari
keadilan”

Peninjauan kembali juga mendapat dasar hukum deladang-Undang
No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkurigzradilan Umum dan
Mahkamah Agunty® yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan-keteinfam
asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 nTdl@8¥0 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dmya pasal Pasal 31
dan Pasal 52 Saat ini peninjauan kembali diatur dalam PasalUbglang-
Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakim

Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 menyebutRathadap
putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyaiagtekuhukum tetap, dapat
dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Aguwesguai dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-Uyidah Adapun Pasal 52
Undang-Undang No0.13 Tahun 1965 menyebutkan, “MalakeAgung mengadili
tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauam&ienmtuk masing-masing
lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan yiatgrdindang-undang™?

Kedua Pasal ini sama-sama memberikan kekuasaanedeenang kepada
Mahkamah Agung untuk menangani permohonan peninj&eanbali terhadap

199 |ndonesia (c)pp.cit
1109 |ndonesia (d)op.cit.
1 ndonesia (c)pp.cit., psl. 31

"3pid., psl. 52.
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuat&ounhuetap. Tetapi ada
perbedaan pada kedua Pasal ini dalam hal ruangujingutusan pengadilan. Pada
Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 hanya nréabekewenangan
kepada Mahkamah Agung untuk menangani permohonaimjpean kembali
terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mempurslaiakan hukum tetap,
sedangkan pada Pasal 52 Undang-Undang No.13 TaB6B kewenangan
Mahkamah Agung mengadili perkara yang dimintakamrgpauan kembali lebih
luas, yaitu semua putusan pada masing-masing lnggku peradilan. Pada Pasal
24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjelaskan aalenhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap,tgbihak-pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembpdidee Mahkamah Agung,
apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yaagtdkan dalam undang-undang.

Pengaturan Peninjauan Kembali, baik didalam Undamdang No. 19
Tahun 1964 maupun Undang-Undang No.13 Tahun 1@$Bydta tidak diikuti
dengan peraturan pelaksananya. Kondisi demikian atdamenimbulkan
kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan terséentiasarkan wewenang
yang ada pada Mahkamah Agung dikeluarkan Suratldanggal 29 September
1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67 yang pada angka leligkan, “Meskipun
dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1964 (Pasal 15)Jdalang-Undang No.13
Tahun 1965 (Pasal 31) sudah dicantumkan bahwad@phsuatu putusan yang
telah memperoleh kekuatan-kekuatan hukum tetagtdimohonkan peninjauan
kembali pada Mahkamah Agung, namun karena undadgngnyang menentukan
hal-hal atau keadaan-keadaan yang memungkinkatursg¢bagaimana dimaksud
dalam masing-masing undang-undang tersebut (bepitla syarat-syarat
formalnya) hingga kini belum ada atau belum ditkaty maka permohonan
tersebut di atas seharusnya dinyatakan “tidak iditér (apabila permohonan
diajukan kepada Mahkamah Agung) atau “tidak benwghé&pabila permohonan
diajukan kepada Pengadilan Negeri)”.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena banyakigekatari keadilan
mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri atzaraslangsung kepada
Mahkamah Agung, untuk mendapatkan peninjauan kendlealgan dasar-dasar

yang kuat, Mahkamah Agung merasa perlu untuk meagan peraturan
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Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 19@&atdng Pembekuan
Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1967 TentBegmohonan
Peninjauan Kembali Putusan atau Gugatan Sedreguest Civiel dan
membenarkan kembali permohonan peninjauan kembkak Halam perkara
perdata maupun perkara pidana. Peraturan MahkargahgANo.1 Tahun 1969
tidak berjalan lama karena dengan keluarnya Sudatrdh Mahkamah Agung
No0.18 tahun 1969 Tentang Pemberitahuan TentangrBBlapatnya Dijalankan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 Bebetdph menunda
pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahu& d®&gan catatan bahwa
permohonan peninjauan kembali (perdata) yang telakai diperiksa sebelum
tanggal 19 Juli 1969 supaya diteruskan menurut lkeema, yaitu diperiksa oleh
Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasadiada&p perkara baru yang
dimohonkan peninjauan kembali untuk sementara altalli kepaniteraan
menurut tanggal penerimaan sambil menunggu peratpedaksana ketentuan
Peninjauan Kembali.

Dengan munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 1969 ahgnt
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Unddbgn Peraturan
Pemerintah, khususnya Pasal™maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an maUpaiang-Undang No.
13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungamadian Umum dan
Mahkamah Agung yang masing-masing memuat ketenpeamjauan kembali
dinyatakan tidak berlaku. Tetapi pada Pasal 2 Ugdamdang No.6 Tahun 1969,
menyatakan bahwa pernyataan tidak berlakunya undiadgng yang tercantum
dalam Lampiran Il undang-undang ini ditetapkangadat undang-undang yang
menggantikannya mulai berlaku. Penjelasan Pasal ndang-undang ini
menyatakan bahwa pernyataan tidak berlakunya undadgng tersebut
ditetapkan pada saat undang-undang yang menggamyikamulai berlaku. Ini
untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Sertaaskg juga bahwa

Undang-Undang dalam lampiran Il yang dimaksudmesuk Undang-Undang

113 |ndonesia(f), Undang-Undang  tentang Pernyataan Tidak BerlakuBerbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintdbndang-Undang No. 6, LN No. 29 Tahun 1969,
TLN No. 2901
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No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasésmakim an dan
Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, memuat materi rdasalah-masalah
yang perlu ditampung dalam undang-undang b4ru.

Setelah menunggu selama 1 tahun barulah lahir Wadadang No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KelamsKehakim an,
sebagaimana yang dijanjikan oleh Pasal 2 UndangshindNo.6 Tahun 1969.
Dengan munculnya Undang-Undang No.14 Tahun 197@arumdang-Undang
No.19 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagiasetan Undang-Undang No.
13 Tahun 1965 Tentang Peradilan Umum Dan Mahkamghng, dengan
berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Ta@& decara resmi baru
dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 30 Desemi@&5 Isetelah keluarnya
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamamgy® Begitu juga
halnya dengan ketentuan yang berkaitan dengan gémgadalam lingkungan
peradilan umum dalam Undang-Undang Tentang Peradllanum Dan
Mahkamah Agung secara resmi baru dinyatakan tidalaku pada tanggal 8
Maret 1986 dengan keluarnya Undang-Undang No. 2intah986 Tentang
Peradilan Umun*®

Peninjauan kembali mendapatkan aturan hukumnya [Rasal 21
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 21 Undarmggini menyebutkan:
"Apabila terdapat hal-hal atau atau keadaan-keadasny ditentukan dengan
undang-undang, terhadap putusan pengadilan yaaly treemperoleh kekuatan
hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembalia#lapMahkamah Agung,
dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-piaak perkepentingan.”

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun d@fyebutkan,
“Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembalia@ap putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemawhpeninjauan kembali

14 bid.

15 Indonesia (g)Undang-Undang Tentang Mahkamah Agubdang-Undang No. 14,
LN. No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

“9ndonesia (h),Undang-Undang Tentang Peradilan Umutindang-Undang No. 2,
LN. No. 5 Tahun 1986, TLN No. 3353.
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dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihalgyaerkepentingan, termasuk
didalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihakgeéberperkara dan dalam
perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnyaar&@ysyarat peninjauan
kembali akan diterapkan dalam hukum acara”.

Menurut Oemar Senoadji terdapat dua ketentuan yaemarik perhatian
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebubiyatama, permohonan
peninjauan kembali ditujukan baik terhadap putuparkara pidana maupun
perdata. Kedua, permohonan ditujukan kepada Mahkahgang. Selain kedua
hal di atas, ketentuan lainnya yang menarik peahatalah bahwa baik Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 19 iah864 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakim anpwatawlengan Undang-
undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalamgkiingan Peradilan
Umum Dan Mahkamah Agung, memungkinkan keluarnyatpesn Mahkamah
Agung tentang acara peninjauan kembali karena jamg akan ditetapkannya
hukum acara tentang peninjauan kembali oleh katigdang-undang tersebut
tidak pernah kunjung terlaksana, sementara pernashpaninjauan kembali yang
diajukan para pencari keadilan kepada Mahkamah ggemakin banyak'’

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun Id@bkamah Agung
kembali mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Natiun 1971 yang isinya
mencabut kembali peraturan Mahkamah Agung No. luia969 beserta surat
edarannya No. 18 Tahun 1969. Peraturan MahkamamgA\tlo. 1 Tahun 1971
juga memuat ketentuan tentang diperbolehkamegpiest civielmenurut cara
gugatan biasa dengan berpedoman pada peraBuagelijke Rechtsvordering
sedangkan mengenai putusan pidana tidak dapatadilayarena belum ada
undang-undangnya. Menurut Andi Hamzah dan Irdanlddahmenilai alasan
belum adanya Undang-Undang dalam hal ini kurangtidqarena dalam perkara
perdata yang menjadi landasan hukumnya adBlatgelijke Rechtsvordering
seharusnya pada perkara pidana dapat diajukan perao peninjauan kembali
dengan berlandaskan kepa@acht op de Straafvorderingang juga mengatur

tentang tata cara mengajukan permohonan Peninjéeraiali’'®

7 Oemar Senoadjgp.cit, hal. 54
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Pendapat Andi Hamzah tersebut adalah tepat, kagada Pasal 14 ayat
(1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkaangBdilan tidak boleh
menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu penkang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkajib memeriksa dan
mengadilinya”. Ketentuan ini lebih dipertegas ldglam penjelasannya, “Hakim
sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukantaR keadilan datang
kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata hatkitak menemukan hukum
tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis tuk memutus berdasarkan
hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertangguradp penuh kepada Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsarsagara”. Dari Pasal dan
penjelasan Pasal ini maka jelaslah bahwa hakimajdittan menciptakan hukum
melalui putusan-putusan. Serta hakim sebagai péragkum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukuyang hidup dalam
masyarakat'®

Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agund Nlehun 1971
ini hanya bertahan selama lima tahun karena dicalett Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 1976. Pencabutan tersebut kemizlimbulkan kekosongan
hukum dalam peninjauan kembali sehingga menutupukgikinan penyelesaian
perkara melalui upaya hukum peninjauan kembali. €eana itu tuntutan
terhadap peraturan pelaksanaan tentang peninjaearbati semakin banyak,
puncaknya setelah terjadi kasus dalam peradilaat seshadap Sengkon dan
Karta pada tahun 1980. Ketidakadilan muncul terpeslangkon dan Karta yang
dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan pefkan serta telah
menjalani sebagian hukuman padahal dikemudian diketahui bahwa bukan
mereka pelakunya. Kasus tersebut mendorong Mahk#@ygahg menghidupkan
kembali peraturan yang mengatur tata cara mengajpkemohonan mengajukan
Peninjauan Kembaff® Upaya tersebut melahirkan Peraturan Mahkamah Agung

118 Andi Hamzah dan Irdan Dahlakjpaya Hukum Dalam Perkara Pidan&akarta :
Bina Aksara, 1987), hal 124.

119 |ndonesia (d)op.cit.,psl. 14 ayat (1)

120 5pedirjo,op.cit, hal.23
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No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putyseny telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (disingkat Perma PK). PermairfPersifat sementara.
Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agpagda angka 4 Perma ini.

Keluarnya Perma PK ini mendapat reaksi yang cukamar untuk
dibicarakan baik di kalangan praktisi (pengacaraupun politisi (para anggota
DPR). Ini karena prosedurnya dianggap kurang tépaigsi Mahkamah Agung
bukanlah sebagai lembaga legislatif yang bertuganciptakan Undang-
Undang*?*

Setelah satu tahun peninjauan kembali itu diadlerd Perma PK sebagai
reaksi dari tuntutan keadilan bagi Sengkon dan &atarulah amanat yang
dituangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang tentanguaSalan Kehakim an
direalisasikan, yaitu dengan diberlakukannya Unddndang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desebd9i@dr.

Dengan adanya KUHAP yang mengatur acara peninj&aarbali maka
berakhirlah masa berlakunya Perma peninjauan kerdadm perkara pidana.
Perma PK ini masih tetap berlaku untuk menampunm@eonan peninjauan
kembali bagi perkara perdata. Pencabutan pengafpeamjauan kembali ini
terlihat dengan munculnya Peraturan Mahkamah AgNiog 1 Tahun 1982
tentang Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1960 esempurnakan. Hal
ini terlihat pada bagian pertimbangan Mahkamah Agdalam butir b Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.

Setelah diberlakukannya KUHAP, maka masalah peammakembali
mendapatkan landasan konstitusional yang tepatalsfaspeninjauan kembali
dalam KUHAP diatur dalam Bab XVIII tentang upayakbm luar biasa bagian
kedua tentang peninjauan kembali putusan yang tedakekuatan hukum tetap,
dari mulai Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUIB&Eelah itu aturan tentang
peninjauan kembali mendapatkan landasan hukum pdddang-Undang
Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, yaitu pada bageempat tentang
pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengaditang ytelah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dari Pasal 66 sampai dengaal F7 Undang-Undang
Mahkamah Agung. Ketentuan ini berlaku untuk senmgklngan peradilan, baik

121 5oedirjo,op.cit.,hal 5
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peradilan umum, peradilan agama, peradilan tathausagara maupun peradilan

militer.}??

Setelah itu mengenai peninjauan kembali juga diaalam Pasal 23
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasadralim an?® Dalam
undang-undang ini diatur mengenai upaya hukum peman kembali seperti
yang telah diatur pada peraturan-peraturan sebgmmBekarang Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagieka sudah ada Undang-
Undang Kekuasaan Kehakim an yang baru, yaitu Undlardang No. 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakim an. Dalam UndangndKekuasaan
Kehakim an yang baru ini, mengenai peninjauan kdindestur dalam Pasal 24,
hanya berbeda satu Pasal dengan Undang-UndangTdbuh 2004. Isi nya pun
tidak mengalami perubahan, dengan Undang-UndanguaSalan Kehakim an
sebelumnya. Bunyi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)adg-Undang No0.48 Tahun
2009 adalah :

(1) “Terhadap putusan pengadilan yang telah mengleréekuatan
hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapatngajakan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabér@apat hal atau
keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-lgidan

(2) “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak tapdakukan

Peninjauan Kembali***

Dari pemaparan mengenai lembaga peninjauan kengosébut, dapatlah
disimpulkan bahwa perkembangan lembaga peninjawanbdli ini, awalnya
diatur dalamReglement op de Strafvordering (RSgjta dalanReglement op de
Rechtsvordering (RRv)Lalu setelah masa kemerdekaan sampai sekarang
mengenai peninjauan kembali diatur dalam beberapdang-undang, yaitu

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Undang-Undang DNo.Tahun 1965,

24ndonesia (i)Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undémgl4 Tahun
1985 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 tahut¥20LN No. 4359

ndonesia (j)Undang-Undang Kekuasaan Kehakim amdang-Undang No. 4 Tahun
2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4359.

24 |ndonesia (k),Undang-Undang Kekuasaan Kehakim. dindang-Undang No. 48
Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
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Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, KUHAP, Undang-Wwigdhilo. 14 Tahun
1985, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan yanghereindang-Undang No.
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakim an.

Selain dalam undang-undang tersebut, peraturangenan peninjauan
kembali dapat ditemukan dalam Peraturan MahkamamégdNo. 1 Tahun 1969,
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, Peratdeshkamah Agung No.
1 Tahun 1980, dan yang terakhir dalam Peraturarkiktahh Agung No. 1 Tahun
1982 tentang Perma No. 1 Tahun 1980 yang disemiami&

2.3 Acara Peninjauan Kembali Putusan Pidana

Acara peninjauan kembali dalam perkara pidana npEtkan
ketentuannya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 188tarig Hukum Acara
Pidana (KUHAP), yang diundangkan dan mulai berlékoggal 31 Desember
1981, yakni sebelas tahun dua minggu barulah amgarad dituangkan dalam
Pasal21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dipenubiHAP memberikan
tempat dalam Bab XVIII: Upaya Hukum Luar Biasa, ilaagkedua : peninjauan
kembali putusan yang telah memperoleh kekuatanrhuktap, Pasal 263 sampai
269 KUHAP.

2.3.1 Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Peninj&eambali

Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, diela bahwa
peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putushaatau lepas dari segala
tuntutan hukum. Ini berarti bahwa selama putusdanbenempunyai kekuatan
hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dappérdunakan. Terhadap
putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetegeliut hanya dapat
ditempuh upaya hukum biasa, berupa banding ataaska$/paya hukum
peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukasa (berupa banding dan
kasasi) telah tertutup, kerena tahap proses upakanh peninjauan kembali
adalah tahap proses yang telah melampaui upayarhhlasa. Hal ini juga berarti
bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadapuaeputusan pengadilan,

125 5oedirjo,op.cit, hal.12
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baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang te&hperoleh kekuatan hukum
tetap, putusan Pengadilan Tinggi yang telah mengterikekuatan hukum tetap
dan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah eretep kekuatan hukum
tetap??®

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga diatur pengkaonya, yaitu
kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dariastgalitan hukum. Sekalipun
upaya hukum dapat diajukan terhadap semua putusagagdilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tetap adgepealiannya. Upaya
hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan w@apaputusan bebas dan lepas
dari segala tuntutan hukum. Hal ini memang logisréRa tujuan dari upaya
hukum peninjauan kembali sendiri adalah untuk memkesempatan kepada
terpidana untuk membela kepentingannya, agar ikepies dari kekeliruan
pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Maka, kaasudah dibebaskan dari
pemidanaan maupun dilepaskan dari segala tuntutieumt tidak ada lagi alasan
dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang gmetingkan dirinya.
Tidaklah mungkin orang yang sudah diputus bebaslaf@s dari segala tuntutan
hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana. Atas dapamikiran itulah sebabnya
upaya peninjauan kembali tidak diperkenankan texpgulitusan bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukutf’.

2.3.2 Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali

Mengenai orang yang berhak mengajukan Peninjauarbklk ditegaskan
dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yakni : terpidateuaahli warisnya. Dari
penegasan ketentuan ini jaksa penuntut umum tidekhak mengajukan
permintaan Peninjauan Kembali. Undang-undang tidemberi hak kepada
penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuankuntelindungi kepentingan
terpidana. Untuk kepentingan terpidana undang-umpaaembuka kemungkinan
untuk meninjau kembali putusan yang telah memplerkékuatan hukum tetap,

karena itu selayaknya hanya diberikan kepada tanpidatau ahli warisnya.

126 yahya Harahamp.cit, hal. 615
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Lagipula sisi lain dari upaya hukum luar biasayiakni pada upaya kasasi demi
kepentingan hukum, undang-undang telah memberikaerkpatan kepada Jaksa
Agung untuk membela kepentingan umum. Seandainyaurpet umum
berpendapat suatu putusan pengadilan yang telakekamtan hukum tetap
merugikan kepentingan umum atau bertentangan derngaan penegakan
hukum, kebenaran, dan keadilan undang-undang tekxinbuka upaya hukum
bagi Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kdsasi kepentingan hukum.
Oleh karena itu, hak untuk mengajukan permintaamnpeuan kembali adala
merupakan hak timbal balik yang diberikan kepadapidana untuk
menyelaraskan keseimbangan hak mengajukan perminte@sasi demi
kepentingan hukum yang diberikan undang-undang deepa@enuntut umum
melalui Jaksa Agung.

Karena yang berhak mengajukan permintaan peninj&earbali hanya
terpidana atau ahli warisnya, maka sekalipun atlakpyang merasa dirugikan
dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatannhug&tap, tidak dibenarkan
hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kem3al

Sehubungan dengan masalah orang yang berhak mksagayermintaan
Peninjauan Kembali, ada beberapa hal penting yarig gdijelaskan.

a. Hak prioritas antara terpidana dengan ahli warisnya

Undang-Undang tidak menentukan kedudukan priodiastara terpidana
dengan ahli waris. Sekalipun terpidana masih hidiam sedang menjalani
hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan peazn peninjauan kembali,
sekalipun terpidana masih hidup. Hak ahli warisukninengajukan peninjauan
kembali bukan merupakan “hak substitusi” yang djr setelah terpidana
meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisiryiing diberikan undang-
undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidBerdasarkan alasan
tersebut, hak untuk mengajukan permintaan peninj&keabali dapat dilakukan

baik oleh terpidana maupun oleh ahli waris. Hak adris telah dilekatkan

128 |pid., hal.616
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undang-undang kepada mereka sekalipun terpidangn mialsip, dan bukan hak
yang timbul sebagai akibat kematian terpiddfi.

b. Ahli waris meneruskan permintaan terpidana

Baik terpidana maupun ahli waris sama-sama memphakamengajukan
permintaan peninjauan kembali tanpa mempersoalkahkah terpidana masih
hidup atau tidak. Akan tetapi jika yang mengajukgammintaan itu terpidana,
kemudian sebelum peninjauan kembali diputus olehkdmah Agung terpidana
meninggal dunia, menurut Pasal 268 ayat (2) KUHA&K untuk meneruskan
permintaan peninjauan kembali “diteruskan” olehi atris. Dalam peristiwa
seperti inilah kedudukan ahli waris menduduki “lsabstitusi” dari terpidana>

Yang diatur dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP, jikenmataan peninjauan
kembali sudah diterima Mahkamah Agung. Apabilaitempa yang mengajukan
permohonan peninjauan kembali meninggal dunia sebpermintaan peninjauan
kembali dikirimkan pengadilan negeri kepada MahKamAgung, tentang hal ini
undang-undang tidak mengaturnya. Akan tetapi sedapasisten dapat
dipedomani ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Aaabrpidana meninggal
dunia sebelum permohonan peninjauan kembali dikeimkepada Mahkamah
Agung, ahli waris dapat meneruskan atau tidak paunam kembali. Dengan
demikian, ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, bugaja berlaku pada taraf
permohonan peninjauan kembali berada di Mahkamaiméygtapi berlaku pada
permohonan peninjauan kembali masih berada pa@#& pameriksaan sidang
pengadilan negeri atau pada taraf permohonan pemn] kembali belum
dikirimkan pengadilan negeri kepada Mahkamah Agiihg.

2.3.3 Alasan Peninjauan Kembali
Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dajpadilcan dasar
permintaan Peninjauan Kembali, yang dituangkan pemo dalam surat

129 |pid., hal 617
130 hid, hal. 618
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permintaan Peninjauan Kembali. Dalam surat perramtpeninjauan kembali
itulah pemohon menyebut secara jelas dasar alasamrgaan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan(dya&UHAP, syarat
formal menentukan sahnya permohonan peninjauan &eniblah “surat
permintaan” Peninjauan kembali. Tanpa surat peaamtyang memuat alasan-
alasan sebagai dasar, permintaan yang demikiagghan“tidak ada”. Adapun
alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permimaamjauan kembali ialah hal-
hal yang disebut satu per satu dalam Pasal 263 2)yEtJHAP, yaitu :

a. Apabila terdapat keadaan baru

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan maridasrmintaan
peninjauan kembali adalah “keadaan baru” atau noWeadaan baru
yang dapat dijadikan landasan yang mendasari ptamnadalah
keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas fmarikan

dugaan kuat”:

1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui ataemditan dan
dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapajadiefaktor dan
alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau pulegas dari segala
tuntutan hukum, atau

2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui paesktu sidang
berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor umiikjatuhkan putusan
yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak ddiperima, atau

3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhgpatusan dengan
menerapkan ketentuan pidana yang lebih rirfgan.

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat salingeptrhgan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai gsamintaan
Peninjauan Kembali, yakni apabila dalam pelbagaigan terdapat :
1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
2) Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal ataddan itu dijadikan

sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatuaerkar

132Adami Chazawipp.cit., hal 24.
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3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal ataul&sa yang dinyatakan
terbukti itu saling bertentangan antara putusangys@u dengan yang
lainnya.

Misalnya, kemungkinan bisa terjadi saling pertegtam antara putusan
perdata dengan putusan pidana. Pertentangan tetsehis benar-benar nyata dan
jelas tertuang dalam pelbagai putusan yang bersémgk Jangan asal saja
dikatakan ada saling pertentangan, namun tidak meksecara nyata dimana
letak pertentangan itif®

c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusa
Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan p#aan Peninjauan
Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengars jataupun terlihat
dengan nyata :

1) Kekhilafan hakim , atau

2) Kekeliruan hakim .

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilai@en kekeliruan.
Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalammsa tingkat pengadilan.
Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebpgeadilan tingkat pertama,
bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafagkat pertama dan tingkat
banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi diédhkamah Agung. Padahal
tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi umhgkuruskan dan memperbaiki
serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperipeaigadilan yang lebih

rendaht*

*Abid.
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2.3.4 Arti Peninjauan Kembali Hanya Dapat Dilakukan S&#li.

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agungy yan
membenarkan permintaan peninjauan kembali penuntum?®*® ketentuan Pasal
268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa perminf@amnjauan kembali
hanya dapat dilakukan satu kali saja, oleh pihajaksaan disalahartikan.
terdakwa yang semula sudah dibebaskan dengan puyasag tetap, kemudian
dipidana oleh Mahkamah Agung dalam putusan peramjalkkembali atas
permohonan jaksa, seolah-olah telah kehilangan bakuk mengajukan
peninjauan kembali. Seolah-olah permintaan penamawembali oleh kejaksaan
sama kedudukannya dengan peninjauan kembali yaajgkedn oleh terpidana
sendiri. Kejaksaan mencari alasan pembenar uniuahg salah dengan merujuk
norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 T@009 tentang Kekuasaan
Kehakim an dan SEMA No. 10 Tahun 2009, dengan wemyalah artikan makna
dan arti yang sesungguhnya dari norma undang-unggisgbut. R.M. Soedikno
Mertokusumo mengatakan bahwa “ Sebaiknya jaks& tigasifat terlalu agresif
dan proaktif untuk menuntut kesalahan dan hukunvealaupun tugas jaksa
adalah sebagai penuntut umum, tetapi kalau terd&tmvakti dipersidangan tidak
bersalah ia harus jujur dan berani menuntut belidsk perlu malu ataloosing
face sebab jaksa pun harus mencari kebenaran dan l&eadHimbauan
Soedikno tersebut, pada saat sekarang sangateswiitjud*°

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 208%atakan bahwa
terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapakuwlian peninjauan kembali.
Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2&8(3y KUHAP, juga diulang
kembali dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 Tentang Peonah Pengajuan
Peninjauan Kembali. Pendapat pihak kejaksaan terssératus persen tidak

benar. Peninjauan kembali hanya dapat diajukanksdiiusemata-mata ditujukan

%5 Bermula dari putusan MA Reg. No. 55/PK/1996 tamg@fa Oktober 1996 yang
membenarkan permintaan PK penuntut umum dan metkbatutusan MA Reg. No. 395 K/Pid/
1995 tanggal 29 September 1995 yang amarnya meskmbaaudara Muchtar Pakpahan. Suatu
putusan yang bernuansa politis, bernuansa ketakethaap rezim pemerintahan orde baru yang
cenderung otoriter ketika itu. Ternyata putusangykontroversial itu diikuti lagi oleh MA yang
sekarang. Kiranya nuansa ketakutan yang bersiféitispdoerkembang sedikit kearah takut
dianggap tidak anti korupsi.

136 Adami Chazawi.op.cit., hal. 118.
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bagi peninjauan kembali yang diajukan dan diputwhkémah Agung menurut
ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 ayadafi (2) KUHAP, yakni
peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidanhaap putusan pemidanaan
yang tetap. Ketentuan tersebut tidak dapat dibekiak terhadap putusan
Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kemymalg dimohonkan
penuntut uum terhadap putusan bebas yamgisumelanggar Pasal 263 ayat (1)
KUHAP.

Dalam hal ini hak terpidana tidak atau belum didwama untuk mengajukan
peninjauan kembali sebagaimana dikehendaki undadgag:>’

Pelanggaran Mahkamah Agung yang membenarkan peamjkembali
yang dimohonkan penuntut umum, berakibat telahmpesnya keadilan dan hak-
hak terdakwa dan merendahkan martabat terdakwa yelap dibebaskan.
Pembenaran pengajuan permintaan peninjauan kenylaalg demikian ini
melanggar hukum, menempatkan terdakwa yang semiogdatskan tadi dalam
suatu keadaan serba salah, dan sangat merugikahakaklan kepentingan
hukumnya. Dengan demikian, andaikata terdakwa seyang sudah dibebaskan
dengan putusan tetap atau terpidana sekarang ra&agapeninjauan kembali,
lalu kemudian tidak diterima oleh Mahkamah Agunggbn alasan peninjauan
kembali hanya satu kali dan sudah digunakan (oétuptut umum), maka dapat
dikatakan bahwa Mahakamah Agung telah melakukan ygi@mgunaan
kekuasaannya atau setidak-tidaknya telah melampbat@s kewenangannya,
tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya ditegakkh Mahkamah Agung
sendiri. Mahkamah Agung telah melakukan dua pedwsgang amat serius
terhadap keadilan dan hak penduduk negara sekajigiis sebagai berikut :

a. Hak ketenangan hidup setiap penduduk negara yaaly t#ebaskan

dengan putusan tetap, hak agar perkaranya tidakgkitungkit lagi.

b. Hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, yamnurut

asasnya adalah hak asli terpidana yang tidak ahpatangi sedikitpun

dengan alasan apapun yang sama sekali belum digutiik

7 |bid.
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Sehubungan dengan ketentuan permintaan peninjamhali hanya satu
kali, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 10 Tatl2009 Tentang
Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali, yang paidiknya adalah sebagai
berikut :

a. Permohonan peninjauan kembali perkara yang sandafagemaupun
pidana yang diajukan lebih dari satu kali berteggéandengan undang-
undang.

b. Apabila ada permohonan peninjauan kembali yang kbodkan di
atas, dengan penetapan ketua pengadilan tingkianpeer permohonan
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan bepekaranya tidak
perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Karena sifatnya, isi SEMA tersebut tidak berlakthéelap permohonan
peninjauan kembali yang diajukan terpidana yangidatelah dibebaskan dengan
putusan telah tetap, yang kemudian dipidana ole kislaah Agung atas
permohonan peninjauan kembali oleh penuntut umuBMA tersebut hanya
berlaku terhadap permohonan peninjauan kembali gasgai dengan Pasal 263
KUHAP, yaitu peninjauan kembali yang dimohonkanhoterpidana terhadap
putusan pemidanaan yang telah tetap. Ketua peagadiégeri tidak terikat
dengan SEMA tersebut dan tetap harus mengirimkarkabe permohonan

peninjauan kembali dan kelengkapannya yang diajtéwmidana >

2.3.5 Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali

Mengenai tata cara mengajukan permintaan peninj&eambali diatur
dalam Pasal 264 KUHAP. Tata cara pengajuan peramnpeninjauan kembali
jauh lebih sederhana daripada tata cara mengajoéamnohonan kasasi. Dalam
pengajuan permintaan Peninjauan Kembali, pemohdak tidikepung oleh
masalah tenggang waktu serta tidak dijebak olehalalastenggang waktu
menyampaikan memori. Adapun tata cara mengajukamipg@an peninjauan

kembali dapat dijelaskan sebagai berikut.

139 pid., hal. 121.
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a. Permintaan diajukan kepada panitera

Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera giéaganegeri
yang memutus perkara itu dalam tingkat pertamag&dilan negeri
selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepaddokdmnah
Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipny

1) Diajukan secara tertulis,

2) Serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yaewdasari
permintaan Peninjauan Kembali,

3) Boleh juga diajukan secara lisan.

Cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketenteasal 264 ayat (4)
KUHAP. Khusus bagi pemohon yang kurang memahamimugermintaan dapat
diajukan secara lisan, kemudian permintaan sedssa lftadi dituangkan dan
dirumuskan panitera dalam bentuk “surat permintgaeriinjauan kembali yang
sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

b. Panitera membuat akta permintaan Peninjauan Kembali

Untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadlegeri yang
menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebueat
keterangan yang lazim juga disebut “akta permint®aminjauan
Kembali”.

1) Akta atau surat keterangan ditandatangani olehtgraniian pemohon,

2) Kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkakaar

c. Tenggang waktu mengajukan permintaan Peninjauarbkm

Mengenai tenggang waktu di atur dalam Pasal 264 (8yaSecara tegas
ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajpeainjauan kembali
“tanpa batas waktu”. Tidak ada batas tenggang wakituk mengajukan
permintaan peninjauan kembali. Kapan saja bolejuldda. Yang penting dan
utama ada atau tidak alasan yang mampu mendukungnp@an. Kapan saja
terpidana atau ahli warisnya menemukan alasan yamkgp mendasar untuk
mendukung permintaan Peninjauan Kembali, undangiuptetap dan selamanya

membuka pintu selebar-lebarnya.

190yahya Harahapgp.cit hal 625
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2.3.6 Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali

KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang hukuaraadalam hal
mengadili dan memutus permohonan Peninjauan KemHBakum acara yang
digunakan berpedoman pada tat cara pemeriksaanpelagambilan putusan
ditingkat kasasi khususnya sebagaimana ditentugamdPasal 253 ayat (2) dan
(3) KUHAP !

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, hakiemeriksa dan
pemutus permohonan peninjauan kembali terdiri selgikurangnya tiga orang,
satu orang sebagai ketua dan yang lainnya sebaggota. Majelis hakim hanya
memeriksa berkas yang diterima beserta lampirapitamnya. Meskipun
demikian,apabila dipandang perlu untuk kepentingemeriksaan, majelis hakim
peninjauan kembali dapat pula memanggil terpidaa&si-saksi, dan penuntut
umum untuk didengar keterangannya secara langsdataoh sidand**

Pedoman bagi majelis hakim adalah alasan-alasamlfdan materiil yang
dikemukakan pemohon. Apabila setelah memeriksaaBedengan teliti majelis
hakim peninjauan kembali berkesimpulan bahwa pdaampeninjauan kembali
tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHARBjelis akan menyatakan
bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapatridien disertai dengan
alasan-alasannya. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KRJ&tlah mengenai alasan-
alasan materiil permintaan Peninjauan Kembali, ktida@la ketentuan tentang
bagaimana amar putusan yang ditarik apabila sf@mal tidak dipenuhi-*3

Kiranya pembentuk undang-undang sengaja tidak nmémckan
ketentuan tentang bagaimana amar putusan bila satahatau beberapa alasan
formil peninjauan kembali tidak terpenuhi, dengéasan apabila salah satu atau
beberapa syarat formil tidak terpenuhi, maka tidakngkin berkas permohonan
peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Ddahainini segera akan
diketahui pada saat permohonan mendaftarkan pemmaohdi panitera pengadilan

tingkat pertama yang dulu memutus, dimana pandepat saja menolaknya, atau

141 Adami Chazawipp.cit.,hal. 111
142 bid.
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menyarankan agar dipenuhinya terlebih dulu syawanif tersebut. Andaikata
ketika mendaftarkan panitera tidak mengetahui tenthal itu, maka akan
diketahui pada saat penelitian berkas oleh hakimmepiksa, atau pada saat
persidangan pengadilan tingkat pertama berlanggingna hadir pemohon dan
jaksa. Karena tidak mungkin berkas permohonan sakg&ahkamah Agung,
maka tidak perlu lagi menegaskan amar putusan yaggimana yang dapat
ditarik Mahkamah Agung apabila syarat formil tidekpenuhi. Demikian kiranya

pandangan pembentuk undang-und4fig.

2.3.7 Putusan Peninjauan Kembali

Putusan terhadap permintaan peninjauan kembali depai:

a. Menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak ddperima.

Suatu permintaan peninjauan kembali memenuhi syswatu untuk
dipakai sebagai dasar dalam pemeriksaan Peninf&erabali:

1) Apabila diajukan dengan lisan atau tulisan oleh qieon, yaitu terpidana
atau ahli warisnya atau wakilnya menurut surat &udmisus.

2) Apabila diajukan terhadap putusan yang telah meohger kekuatan
hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepasiciaitan hukum.

3) Apabila permintaan berisi alasan-alasan yang sebamatif disebut
dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Apabila formalitas itu tidak terpenuhi, hasilnydata putusan Mahkamah
Agung yang menyatakan permintaan peninjauan keniolelk dapat diterima.
Suatu permintaan peninjauan kembali diputus olelhkdaah Agung dengan
pernyataan tidak dapat diterima dalam hal-hal saldagyikut:

1) Apabila pemohon bukan terpidana

2) Apabila alasan yang menjadi dasar permohonan @eranj kembali
adalah keliru menerapkan hukum

3) Apabila permintaan diajukan oleh seorang untukidempa dengan tidak
mendapat surat kuasa khusus

4) Apabila pemohon adalah salah seorang keluarga deerai sedang
terpidana masih hidup

144 | bid.

Universitas Indonesia
Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



60

5) Apabila putusan yang terhadapnya diajukan permintaaninjauan
kembali adalah putusan bebas

6) Apabila perkara masih dalam pemeriksaan tingkedadias

b. Menolak Permintaan Peninjauan Kembali

Suatu permintaan peninjauan kembali ditolak, apaliahkamah Agung
berpendapat tidak membenarkan alasannya. Permiittadidak didukung oleh
fakta atau keadaan, yang menunjang alasan yang asemdpermintaan
Peninjauan Kembali. Dalam hal Mahkamah Agung ménofgermintaan
peninjauan kembali, maka tetap berlaku putusan y@ingntakan peninjauan
kembali, hal mana ditetapkan oleh Mahkamah Agursgrthi pertimbangannya
(Pasal 266 ayat (2) sub a KUHAP).

c. Menerima (Mengabulkan) Permintaan Peninjauan Keimbal
Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemodlamnkamah Agung
membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan &knib dan menjatuhkan
putusan yang dapat berupa:

1) Putusan bebas;

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut ymum

4) Putusan dengan menerangkan ketentuan pidana yaifgriegan (Pasal

266 ayat (2) sub b KUHAP)*

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauanb&knidak boleh
melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putisamula (Pasal 266 ayat (3)
KUHAP). Ketentuan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHARg/@aenyatakan bahwa
apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohdfehkamah Agung
membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali hanya dapat
diterapkan apabila terdapatovum atau “conflict van rechtspraak” tetapi
ketentuan tidak mencakup apabila terdapat alasmaal lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

15 Spedirjo. op.cit hal 35-36

148 | pid.
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BAB 3
LANDASAN TEORI KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU
KEKELIRUAN YANG NYATA

3.1 Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

Alasan mengajukan permintaan peninjauan kembalg ylketiga terdiri
dari dua alasan yang sesungguhnya mempunyai pemgedng sama. Dalam
kalimat rumusan normanya dipisahkan dengan katghdmung “atau”. Pertama,
putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kedkhi hakim . Kedua, putusan
itu memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyataaKatau” mengandung makna
yakni kalimat sebelum kata “atau” mengandung memgaumrti yang sama
dengan kalimat sesudahna.

Kekhilafan berasal dari kata khilaf, yang ber&ekeliruan atau kesalahan
yang tidak disengajd® Dalam hal ini yang melakukan suatu kekhilafan aldlal
hakim , tetapi kekhilafan itu harus nyata, teraegderang, mudah dilihat, atau
mudah diketahui tanpa harus meneliti secara seksataa tanpa harus
menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khyang ditujukan untuk
menguji kebenaranny#®

Berbicara mengenai alasan kekhilafan hakim , bebarbicara tentang
Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 198&atey Mahkamah Agung.
Penjelasan pasal ini hanya tertulis cukup jelasapald kenyataannya, alasan
kekhilafan hakim tidak memiliki batasan yang jetkedam pengaturannya. Pasal

ini tidak menjelaskan apakah itu kekhilafan hakidan hal-hal apa yang dapat

147 Adami Chazawipp.cit, hal. 83
148 Departemen Pendidikan Nasionap,cit.,hal. 293.

14°Adami Chazawipp.cit, hal 84.
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disebut kekhilafan hakim serta batasan dari alasaMaka dilakukan pencarian
jawaban pertanyaan ini dengan mencari risalah prpsenbahasan Rancangan
Undang-Undang Mahkamah Agufiini saat di DPR R

Dalam buku risalah ini, dijelaskan bahwa salalu satggota dari Fraksi
PDI yaitu Dody Singadilaga,S.H.,M.PA., mengemukakgagasan mengenai
pengaturan peninjauan kembali oleh Mahkamah Ag&agal 39 RUU No. 14
Tahun 1985 mengatur tentang kekuasaan MahkamahgAgunk memeriksa dan
memutus permohonan peninjauan kembali pada tingka@ama dan terakhir atas
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuat&onm tetap berdasarkan
alasan-alasan peninjauan kembali yang diatur ddaim IV bagian keempat
undang-undang in?

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hbes@asarkan alasan-
alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 RUU1MloTahun 1985.
Terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai lengeagajauan kembali ini
Fraksi PDI menyambut dengan baik atas pengaturesebab saat ini kita dapat
mengatur pelaksanaan lembaga peninjauan kembalisdsngan harapan yang
telah selama ini ditunggu dan relatif dapat dikatatelah cukup baik diatdr?

Pentingnya akan lembaga peninjauan kembali, FraRBil dapat
memahami dan menghayati dengan sedalam-dalamnyaabbbkim adalah
tetaplah seorang manusia biasa yang tidak luputkdsalahan dan kekhilafan
dalam memutuskan perkara yang dijatuhkan. Hal iemmerlihatkan bahwa
dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undangaidahn Agung ini
alasan kekhilafan hakim sebagai salah satu ajasagajuan peninjauan kembali
dalam Pasal 67 RUU No. 14 Tahun 1985 disetujui alglah satu fraksi yaitu

%0 proses Pembahasan RUU No. 14 Tahun 1985 tentangn&us Kedudukan, dan
Acara Mahkamah Agung : Buku Il Risalah Pembahd?dhl (Jakarta : DPR RI), hal. 76-77.

131 prakoso Anto Nugroho, Radian Adi NugraWaalisis Perkara Peninjauan Kembali
(Makalah, Depok, Juli 2010), hal. 25

52 |bid.
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Fraksi PDI. Proses pembahasan Rancangan Undangiwynifiahkamah Agung
di DPR ini tidak membahas penjelasan tentang alkekinilafan hakim inf>*

Bila kita melihat Sejarah Pembentukan Undang-UgdaRepublik
Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agpegibahasan mengenai
Pasal 67 ini tidak ada penjelasannya dalam bukudghini sangat disayangkan
karena harusnya setiap pasal dibahas oleh anggeR $aat sidang dan ada
risalah pembahasan setiap pasal agar diketahwrnakasatu pasal disetujui atau
tidak sesuai keputusan sidang terseut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUBARya isi di dalam
sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus ahé@bagian, antara lain:

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”.

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal ,gbmis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjedaktea.

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengekitaidan keadaan,
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persasik sidang yang
diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadiadgpenentuan
keterangan terdakwa.

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan.

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi gasidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undayggay menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yangbem@tan dan
memperingan terdakwa.

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelismhakecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

154 1bid., hal. 26
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h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan tefadmtéri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kkaiinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkannya.
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankajadenenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdrakigy
j. Keterangan bahwa seluruh, surat ternyata palsukatausangan dimana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otedithaggap palsu.
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dakimanan atau
dibebaskan.
|. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, rfzakan Yyang
memutus dan dan nama panit&ta.
Diantara 12 bagian tersebut, menurut pasal 197 (2Qya&KUHAP terdapat
9 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidaknagat dalam putusan
mengakibatkan putusan batal demi hukum, yaitu ketenyang ada dalam ayat
(1) huruf a, b, ¢, d, e, f, h, k, daf’l. Tanpa memuat salah satu diantara 9 bagian
tersebut, merupakan kekhilafan hakim , namun klayh tidak memuat 3 bagian,
tidak terancam batal demi hukum. 3 bagian terstdvdapat dalam Pasal 197 ayat
(1) KUHAP huruf g, i, j. Meskipun tidak disebut &kt hukumnya sebagaimana
pada 9 bagian yang disebut pertama, bila 3 bagitusan yang dimaksud tidak
dimuat, putusan tersebut dapat diperbaiki oleh apeakum biasa>®
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapgtadi di dalam 12
bagian putusan tersebut. Dalam hal yang berhubuaeagan alasan mengajukan
permintaan peninjauan kembali, yang terpenting add&kkhilafan pada bagian
pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaitadeim Pasal 197 ayat
(1) huruf d dan huruf h KUHAP®

Bagian pertimbangan hukum dan amar inilah nyawau giwa yang

sebenarnya dari suatu putusan pengadilan, dapat qigebut mahkotanya

%% |ndonesia (a)pp.cit., psl. 197 ayat (1)
571bid., psl. 197 ayat (2)
138 Adami Chazawipp.cit
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putusan. Baik buruknya putusan pengadilan dapakudidari pertimbangan
hukum putusan dan amar yang ditarik berdasarkatingeEmgan hukumnya
tersebut. Terdapat hubungan yang sangat erat aisiapertimbangan hukum
dengan amar putusan yang ditarik. Amar putusan shafidasarkan pada
pertimbangan hukum. Amar putusan tidak boleh mepsimg dari pertimbangan
hukumnya. Isi amar harus mempunyai dasar dalamingehgan hukum
putusan-®°

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata megat pertimbangan
hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh dgbdral atau keadaan,
diantaranya sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yangrasatgata
bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma h@&alimgaimana
contoh pada kasus terdakwa yang dipidanakan kapenadahan atas
perbuatannya membeli sebuah mobil. Sesungguhnyaisgut yang
menghukum terdakwa tersebut bertentangan dengarhakam. Pembeli
yang beritikad baik harus mendapat perlindungaruhukPengaruh asas
tersebut terhadap perkara pidana penadahan, yardakiva harus
dibebaskan dari segala dakwaan. Unsur diketahui gint menduga
dalam penggelapan tidak mungkin dapat dibuktikalandahal pembeli
yang terbukti beritikad baik, disebabkan dua keadt&sebut saling
bertentangan dan bersifat saling mengecuaftRan.

b. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oktirpbangan hukum.
Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbarmtgdam putusan.
Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung awsarg ditarik
dalam putusan, putusan itu merupakan putusan méhgikan kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang nyata. Misalnya dalamimbangan hukum,
pengadilan dalam mempertimbangkan bahwa terdakwebuki
melakukan perbuatan memukul dengan cara menyikutetena ulu hati

korban hingga pingsan. Perbuatan menyikut, diselrabkerdakwa

199 pid.

161 pid., hal. 85
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kesakitan dan sulit bernafas oleh perbuatan kortyemiting leher
terdakwa. Namun dalam amar putusannya, hakim rdrikan pidana.
Dengan pertimbangan hukum seperti itu, mestinydateva dijatuhi amar
pelepasan dari segala tuntutan hukum, bukan dijatpldana.
Pertimbangan hukum seperti itu, berarti terdakwkhtemelakukan
perbuatan yang dapat dibenarkan, karena merupathngian pembelaan
terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUFP.

. Putusan peradilan yang sesat, baik karena keses$aksm (feitelijke
dwaling) maupun kesesatan hal hukumnigavaling omtrent het recht).
Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru dideba hakim
mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang buoieanpakan
kebenaran sejati. Melainkan merupakan suatu keadsanu yang
diciptakan dan direkayasa menjadi seolah-olah kalaensejati. Meskipun
segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidangagisng Pihak yang
merekayasa, dapat berasal dari pihak penyidik, Egehumum, penasihat
hukum, bahan dari saksi maupun terdakwa sendirkinrtila pun bisa
merekayasa segala sesuatu yang akan muncul dinenk@angan. Tentu
hakim bekerjasama dengan pihak penuntut umumpeaasihat hukum.
Penuntut umum dan penasihat hukum yang mengajaknhakkerjasama
mengatur segala sesuatu dipersidangan bisa satihgwanan atau bisa
saja sama. Terhadap kebenaran semu tersebut, hakimembuat
pertimbangan hukum untuk menarik amar putusan. Apudénsan yang
ditarik dari pertimbangan terhadap fakta atau keadademu yang
diciptakan, pasti sesat. Contohnya, PengadilaneNefpmbang pada
tahun 2008 menjatuhkan hukuman pada Devid Eko Rwydan Imam
Chambali karena terbukti membunuh Moh. Asrori. O@am juga pada
tahun 2002 hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yaegiidana Risman
Lakoro dan isterinya karena terbukti membunuh Ali@koro, anak
kandungnya sendiri. Juga hakim Pengadilan NegekaB yang pada
tahun 1977 memidana Sengkon dan Karta yang terédbunuh suami

isteri Sulaiman. Ternyata, kemudian putusan mengmuklalam kasus-

162 | pid.
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kasus tersebut tersesat, disebabkan hakim memparigkan fakta semu,
fakta hasil rekayasa, bukan yang sesungguhnya.a&ih sangat fatal,
karena dengan menjatuhkan pidana akan menyebabiKangrtya

kemerdekaan pada orang yang tidak bersafah.

Sementara itu sesat dalam hal hukumnya, adalaht skdam hal

mempertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh daldamg. Namun,
ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan atefkgbenaran
materiil tersebut, hakim telah keliru. Misalnyaalam putusan telah
dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telahukérimenggunakan
kekerasan memaksa korban berbuat cabul dengarefidakwa dijatuhi

pidana karena melakukan kekerasan untuk bersetigmiiagaimana
dakwaan primer (Pasal 285 KUHP). Penerapan hukulmmdg@utusan
tersebut sesat dalam hal hukumnya, dimana faktg ggrertimbangkan
benar namun penerapan hukumnya salah. Seharuseyamhangan
hukum mengenai fakta tersebut digunakan sebagair dagnjatuhkan
pidana karena perkosaan berbuat cabul menurut Pz8&l KUHP

termasuk dalam dakwaan subsidafr.

. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu noramg \secara jelas
melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengersud

dibentuknya norma tersebut. Sebagai contoh, putisattkamah Agung
yang menerima dan membenarkan permintaan Peninjéearbali yang

diajukan penuntut umum, merupakan kekeliruan yayagan Disebabkan
hakim telah mempertimbangkan suatu norma hukung g&cara terang
benderang bertentangan dengan kehendak pembenu#gngsandang
yang terdapat dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

. Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum sadgh jelas,
tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah timitaenjadi

bertambah. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agang ynenerima

183 |hid., hal. 86
164 |bid., hal 87
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dan membenarkan permintaan peninjauan kembali panwmum,

dengan pertimbangan hukum bahwa penuntut umum hadpiaak

sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nd.a#@n 2009,

sehingga berhak pula mengajukan peninjauan kertiffaNahkamah

Agung dengan melakukan penafsiran menurut carameyalirs telah

berakibat bertambahnya ketentuan baru dalam P&3ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung telah membenarkan jaksa menggursalano hak yang

sesungguhnya tidak dimilikinya. Putusan sepertsébarusnya dinyatakan

batal demi hukum, bukan sekedar dapat dibataikan.

Diluar pertimbangan hukum dan amar putusan, daggadi putusan
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suadkelkruan yang nyata
disebabkan oleh :

(1) Hakim membuat keputusan di luar kewenangan atdampaui
kewenangannya,

(2) Penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim deendl dalam
doktrin hukum;

(3) Pembuatan putusan dalam pelaksanaan peradilamyamgalahi
peradilan’®®

Menurut Sunarjo dalam bukunya, dijelaskan bahway@eab kekeliruan
dalam pengambilan putusan karena beberapa halasdisdut:

a. Hakim terlalu formalistis, penanganan perkara $emsta dengan
paradigma “hukum untuk hukum”, tidak memikirkan lkpa kelak
putusannya dapat dieksekusi.

b. Hakim keliru dalam mengkonstatasi peristiwa hukysmg sebenarnya,
sehingga berakibat pengambilan kesimpulan dan gatpsn keliru atau

salah.

166 | bid.
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c. Hakim kurang dapat mengolah keadaan-keadaan athbah sekitar
peristiwa lalu mempertimbangkan berbagai aspekraesmsiologis dalam
pengambilan kesimpulan dan putusani$a.

Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nys¢hdenarnya tidak
hanya dikenal dalam perkara pidana saja, namun feigiapat dalam perkara
perdata. Yahya Harahap menjelaskan tentang ke&hilafkim yang dimaknai
dalam perdata, antara lain:

a. Penafsiran atau perbedaan pendapat, tidak samard&eghilafan hakim
atau kekeliruan nyata.

b. Adanya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendakamn tentang
suatu hal, tidak termasuk pengertian kekhilafaru d&tekeliruan nyata.
Oleh karena itu, masalah penafsiran hukum tidakndsuk dalam
pemeriksaan Peninjauan Kembali.

c. Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentukanh termasuk
ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyafa.

Putusan yang benar dan semestinya ditegakkan agiflsan yang
mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketehtam the rule of
law). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tsgskiai dengan ketentuan
hukum apabila putusan mengandung pembenaran t@risadaatu hal yang tidak
memenuhi sSyarat yang ditentukan peraturan perundadgngan yang berlaku,
maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafansatatu kekeliruan yang nyata
karena dalam hal yang demikian, putusan dianggkh tenembenarkan yang
tidak sah menurut hukunorfwettig illega) menjadi sahwettig lega).*”*

Dari putusan No. 107 PK/Pid/2066 dapat ditemukan apa yang
dimaksud dengan kekhilafan hakim atau suatu keksli yang nyata menurut

Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

%%Sunarjo,Pengadilan Di Indonesia: Bagaimana Memperoleh Riedpari Masyarakat
(Yogyakarta : Inspiring, 2010), hal. 93.

170 yahya HarahapKekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi daimjRean
Kembali Perkara Perdat@lakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 35

1 |bid.
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a. Bahwa kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yeohay

b. Bahwa kekhilafan Hakim adalah kekhilafan dalam emapkan hukum
antara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatddawa pihak yang
bersangkutan masih hidup, ternyata pada saat petieasebut masuk
dalam tingkat kasasi sudah meningdal.

Kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata adalah hal yang berbeda
namun diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 67 Hukiidang-Undang No. 5
Tahun 2004 Tentang Mahkamah AguigDalam tataran ideal, kekhilafan hakim
dan kekeliruan nyata memang berbeda, tetapi dakEmgataannya kedua hal ini
disamakan. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangaakim dan amar putusan
Peninjauan Kembali atas putusan kasasi yang teataltsis. Di dalam putusan
pada bagian pertimbangan hakim dan amar putuksarekekhilafan hakim dan
kekeliruan yang nyata selalu disebutkan yaitu “kellin hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata”. Tidak pernah salah satuldstua hal ini disebut secara
terpisah misalnya pada amar putusan tertulis “katdm hakim ” saja atau

“kekeliruan yang nyata” saja.

172 perkara ini merupakan perkara dengan terdakwa uhdigSutowo yang dakwa
melakukan pembunuhan dan memiliki senjata api Vigiads dilengkapi dengan surat izin yang sah
dari pihak yang berwenang. Dalam putusannya, Mahkadgung mengabulkan permohonan
peninjauan kembali dari pemohon/ terdakwa dengasaal bahwa adanya perdamaian antara
terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna digsahgkan.

173 Ketua Mahkamah Agung R.Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1998karta:
Mahkamah Agung, 2001), hal. 259.

" Indonesia (i)pp.cit., psl. 67
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BAB 4
PRAKTEK UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA
PIDANA ATASPUTUSAN KASASI DENGAN ALASAN KEKHILAFAN
HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI INDONESIA
SERTA BATASAN ALASAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU
KEKELIRUAN YANG NYATA

4.1 Praktek Peninjauan Kembali Perkara Pidana #&agisan Kasasi di
Mahkamah Agung

Upaya hukum peninjauan kembali masuk ke dalam galonupaya
hukum luar biasa, penggolongannya sebagai upayaninilkar biasa merupakan
salah satu alasan mengapa alasan pengajuan penirkambali diatur secara
limitatif dalam KUHAP™ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
LelP, alasan peninjauan kembali yang paling sediagukan adalah kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan nyata. Hal ini terjeathena alasan kekhilafan hakim
terlihat memiliki jangkauan yang luas tanpa bafés.

Berdasarkan hasil analisa putusan peninjauan kerdbal tahun 2006
sampai 2010 yang telah penulis lakukan, peninjakembali dengan alasan
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyatg jpaling banyak diajukan.
Penggunaan alasan kekhilafan hakim atau suatuikekelyang nyata menjadi
salah satu faktor penyebab penumpukan perkara dk&taah Agung. Perkara
peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Ageefgagian besar alasannya
tidak memenuhi ketentuan peninjauan kembali sebzya diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dibuktikkiengan sebagian besar

17 yahya Harahapgp.cit hal. 592.

176 http://www.leip.com Diunduh tgl. 17 Juni 2011, pkl. 22.30 WIB.
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permohonan peninjauan kembali diputus dengan amamolak permohonan
peninjauan kembali, misalnya peninjauan kembalijude@n dengan alasan
kekhilafan hakim, tapi ternyata tidak. Perkara pgnian kembali yang diajukan
terkadang tidak dikirim bersama memori peninjauambali sehingga tidak
memenuhi syarat formil yang amar putusannya hagugoa tidak diterima.

Permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasgad alasan
kekhilafan hakim merupakan sebuah alasan yangk#iegukan karena alasan
tersebut memiliki jangkauan luas tanpa batas dampa&an alasan yang paling
logis karena setiap manusia dapat melakukan kesaldan kekhilafan sehingga
alasan ini merupakan yang paling sering diaju¥arPengajuan permohonan
peninjauan kembali harus dibatasi karena sampal Baasangat banyak
penumpukan perkara di Mahkamah Agung termasuk @inda/a permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Bardrakntaranya diajukan
berdasarkan alasan kekhilafan hakim atau suatelikeén yang nyata. Para
pemohon atau yang mewakilinya sangat sering meraigum alasan tersebut
karena dianggap sebuah alasan yang paling mudaik dmjukan dan hal ini
membuat upaya hukum peninjauan kembali sebagaiaupajum luar biasa
menjadi terlihat sebagai upaya hukum biasa tingkgtat dan membuat upaya ini
menjadi suatu upaya yang lazim untuk diajukZn.

Pasal 263 ayat (2) huruf ¢ Kitab Undang-Undang Hukiccara Pidana
menjelaskan bahwa apabila putusan itu dengan jelemperlihatkan suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang ny&tiasan kekhilafan hakim
memang termasuk di dalam alasan untuk mengajukainjpaan kembali tetapi
bukan merupakan alasan yang di utamakan karenadskdn urutan alasan,
alasan ini tidak berada di urutan pertama dalanalpaselainkan alasan yang

ketiga. Ditambahkan pula menurut Yahya Harahapaaldsekhilafan hakim

Y7 |bid.
78 |bid.

"9 Indonesia (a)op.cit.,psl. 263 ayat (2) huruf c.
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merupakan alasan yang miiki kekurangan karena tidak memiliki kriteria d
batasan yang jeld§"
4.1.1 Penumpukan Perkara di Mahkamah Ac

MahkamahAgung adalah pengadilan tertinggi yang fungsirmenjaga
kesatuan hukum.Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung juga st
banyak'®" Setiap tahunnya parHakim Agung harus memutus banyak sel
perkarayang masuk ke Mahkamah Agung. Berdasarkan haskiliien yang
penulis lakukan, mtuk perkara pidana @ dalam jangka waktu lima tahun, ya
sejak tahun 2006 hingga 2010 peHakim Agung telah memutus perke
sebanyak 3209 peska, yang terdiri dari putusan kasasi dan putussmnuar

kembali perkara pidana. Hal ini dapat dilihat datadi bawah in'®?:

Perkara yang diputus MA

-t .
800 1" —
700 +~ 605 629
600 1~ 1
500 D -
400 +~ l p
300 +~ I B
200f 14 B
100 ¥~ II B

0 G ; L i - d L3 . i?

2006 2007 2008 2009 2010

Hasil pengolahan data peneliti

Berdasarkan datdi atas dapat kita lihat bahwaetapa banyak perka
yang harus ditangani oleh Mahkamah Agun¢ setiap tahunnya. Hal i
menunjukkan beratnya pekem yang harus dikerjakan oleh a Hakim Agung

di Mahkamah Agunc

180yahya Harahapop.cit hal. 594.

18 embaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Rlarac Konsep Ideal Peadilan
Indonesia(Jakarta, 1 Februari 20), hal. 6.

182 pytusarputusan diambil dahttp://putusan.mahkamahagung.gc.
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Bila ditinjau kembalidari data di atgdapat diperoleh dabahwa jumlah
putusan pidanagminjauankembali yang ada di Mahkamahgédn¢ sejak tahun
2006 sampai tahun 2010 adasebanyakl69 putusan. Seperti yang kita keta
bahwa Mahkamah Agung yang merupakan pengadilamdgrtdi Indonesia
bukan hanya mengac perkara pidana saja, melainkan juga mengadili pal
perdata juga perkara tata usaha negara. MahkamahgAmiga bukan hany
mengadili perkara terbatas pada tingkat peninjauaembali saja, tetaj
Mahkamah Agung juga mengéi perkara-perkara pada tingheasasi. Dapat kita
bayangkan begitu banyaknya arus pea yang masuk ke Mahkamah Agudan
semua perkarperkara tersebut kesemuanya harus diputus hakim agung.
Dalam bagan ini putus-putusan peninjauaneknbali dari tahun 2006 hingt
tahun 2010 akadlgolongkan berdasarkan tahun diputus oleh MalkaAgung

Jumlah Putusan PK

37 ) T

AR WA “ . .||

2007 2008 2009 2010

Hasil pengolahan data peneliti

Dari seluruh putusan peninjauarembali tersebut analisis untuk
mengetahui putusgoutusan peninjauan kemlb yang diajukan atas putus
kasasi, danhasilnya dari 169 putusan peninjauarmbali tersebut ada 1:
putusan peninjauanembali yang diajukan atgsutusan kasasi, dan 48 putu:
peninjauan Embali yang diajukan atas putusan yang bukan putkasasi. Dar
sini dapat disimpulkan bahwa peninja kembali yang diajukan atas putus
kasasi menempati urutan pertarHal ini berarti bahwédnakim égung satu harus
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meninjau kembali putusan dédakim agung lairdan sangat mungkin pahakim
agung dapat saling membatalkan putuhakim agung lainnyaDalan kondisi
dimana tidak ada acuan putusan yang dijadikan selstgndar penafsiran be
putusan pekara selanjutnya, maka hal iakan menambah kerumitan penafsi
hukum dan memicu inkonsistensi puin dalam perkara selanjutn Hal ini
dapat dilihat paddagal di bawah ini, yang menunjukk bahwa kebanyak

permohonan peninjauan kembali atas putuasasi :

Perbandingan Putusan PK

bukan putusan
kasasi
28%

¥ butusan kasasi
72%

Hasil pengolahan data penelit

Kembali pada masalah penumpukan perkara @hkamah Agung,
terdapat kenyataan bahwa tingginya arus perkaralkrke MahkamahAgung
berdampak pada tumpukan perkara yang cukup besktahkamah Agur.'®®
Arus perkara yang masuk keahkamah Agung semaklmanyakdengan adanya
alasan kekhilafarhakirr. Hal ini dapat dilihat dari 121 putusan peninja
kembali atas putusan sasi yang dianalisis ada 60 putusan yang diajukaim
pemohon dengan alasan kekhilafhakim 21 putusan yang diajukan ol
pemoha dengan alasan novum aikeadaan baru, 5 putusan yang diajukan
pemohon dengan alasan pertentangan putusan, 29aptyang diajukan ole
pemohon dengan alasan novum dan kekhilhakim, serta ada 6 putusan ya
alasan diajukannya menggunakan tiga alasan peamjiambali seperti dala

Pasal 263 ayat (2), yaitu : novum atau keadaan, [pEmtentangan putusan ¢

183 embaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Rlarg( op.cit.,hal 7.
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kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dapahatildari
bagan di bawah ini :

Perbandingan Alasan PK

5% m kekhilafan hakim

24% \

4%

B novum

50%
M pertentangan putusan

m novum dan kekhilafan hakim

17% 2 novum, pertentangan
putusan, kekhilafan hakim

Hasil pengolahan data peneliti

Berdasarkan anali ini diperoleh fakta bahwa alasan kekhilathakim
atau suatu kekeliruan yang nyata mengambil peraeaar pada jumlah perke
peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agungirtidisebabkan karer
belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batdasan kekhilafaihakim
atau suatu kekeliruan ye nyata di Makamah Agung.

Permasalahan baru muncul sah diperoleh data bahwa dari putusan
yang diajukandengan kekhilafathakim hanya 13erkara yang diputus unt
diterima olehmajelis hakim peninjauan émbali. Ini berarti hanya 22 ¢ari
perkara peninjauakembaliatas kasasi yang diajukan dengan alasan kekh
hakim yang dinyatakan diterima olemajelis hakimpeninjauan embali. Ada 78
% yang berarti 4perkara yang diajukan dan diputus untuk ditolakhmmajelis
hakim peninjauan émbal. Dapat dilihat bahwa lebih dari 50% perkara y
digjukan akan ditolak oleh ahkamah Agungtidak menyurutkan niat pa
pencari keadilan untuk tidak menamtbanyaknygperkara masuk ke ahkamah
Agung.Seperti yang dapat dilihat pada bage bawah ini :
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Putusan atas Perkara PK yang
menggunakan alasan kekhilafan hakim

m ditolak

m diterima

Hasil pengolahan data peneliti

Berdasarkan daidi atas, alasan kekhilafan hakisecara terandan jelas
telah menjadi penyumbang terbesar atas peipeninjauan kembayang masuk
ke Mahkamah Aunc. Berdasarkan data hasil penelitian ini juga dapabati
adanyakenyataan bahwa kemungkinan untuk diputu terima oleh majelis
hakim peninjauankembali adalah sangat kecil, para pencari keadilan 1

mencoba mencari keadilidengan mengajukan peninjausambali.

4.1.2 Inkonsistensi Putus.

Saat ini, inkonsistensi putusan tidak hanya teipada pengadilan tingk
bawah (pengadilannggi dan pengadilan negeri sagj&tapi juga telah terjadi «
Mahkamah Agund® Mahkamah Agungsering sekali mengeluarkan putu:
yang salingberbeda pendapat untukrmasalahan yang serupa. Hal ini a
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat tephaetegadilar'®®

Dikaitkan degan anlsis putusan yang dilakukarpada sub bab
sebelumnya, dalamenelitian ini akan ditelitempat putsan yang diambil da

putusan peninjauakembali atas putusakasasi dengan alasan kekhile hakim

#bid.

%9 embaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Rlaraop.cit., hal 3.
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dengan amar putusan mengabulkan. Dari empat puy@sandianalisa diketahui
bahwa tidak ada putusan yang menyatakan kesamasatagst antara Hakim
Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dan Hakigung yang memeriksa
perkara peninjauan kembali.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim ataayappeninjauan kembali
dengan nomor perkara 15 PK/Pid/2006, yang menjadaa pemohon peninjauan
kembali mengajukan permohonan peninjauan kembaliahgudex juris dalam
perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafakiim atau suatu kekeliruan
yang nyata, karenaudex juris di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali
tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohonakagJaksa Penuntut
Umum), akan tetagudex jurislangsung menyatakan menolak permohonan kasasi
jaksa/ penuntut umum tanpa memberikan pertimbamggumnya.Judex juris
juga telah keliru dalam mempertimbangkan mengaidafhukum yang ada yaitu
secara fakta hukum pada tahun 1977 hubungan sewygema masih berlangsung
dan pelapor (saksi korban) pada kurun waktu tah@i7 ltersebut masih
mendiami dan menempati rumah yang disewamygmg bahwa kekhilafan yang
nyata dari pertimbangan majelis hakim Agung tersebatas yaitu :
“Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa rumagkséa (rumah sewa)
sudah tidak dipergunakan sejak tahun 1977, hadamiyang menjadi salah satu
kekhilafan hakim karena berdasarkan fakta tahurn7 i@&mah tersebut masih
disewa dan didiami”.

Keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karakenh kasasi dengan
jelas memperlihatkan suatu kekilafan atau suatelikelan, i.c sebagaudex juris
telah memeriksa kembali mengenai penilaian hasihlpgktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, dan dalanin&sil pembuktiam quo
telah membuat kekhilafan atau kekeliruan, denganyatakan salah satu unsur
dari tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP adalahktiterbukti, padahal
berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersjda dan dalam memori
peninjauan kembali, menurut pendapat majelis hglemnjauan kembali, adalah
terbukti rumah sengketa masih dihuni oleh saksb&orsejak tahun 1965 sampai
dengan terjadinya pengrusakan pintu atau kusenhrueraebut dan walaupun

pada bulan Juni tahun 2002 saksi korban meninggatienah sewa tersebut,
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tetapi sewa rumah masih berlangsung dan baranggpardik saksi korban masih
berada dirumah sewa tersebut. Maka jelas rumalksengiasih tetap digunakan
pada tahun 1977.

Putusan kedua yang dianalisis adalah putusan OB PK/Pid/2009, yang
menjadi alasan pemohon peninjauan kembali mengajulkermohonan
peninjauan kembali adalah Hakim Agung dalam perkareelah memperlihatkan
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yayafa, karena majelis hakim
Agung menolak kasasi yang diajukan oleh pemohomgale alasan hakim
tingkat banding tidak melakukan kekhilafan dalantupannya, padahal majelis
hakim tingkat banding telah khilaf dalam menyatakeshwa “terdakwa telah
beberapa kali melakukan tindak pidana penipuardaisgkan dalam perkara ini
terdakwa bukanlah seorang residivis, dan belum ghemipidana sebelumnya
karena melakukan tindak pidana penipuan. Dalamrnahajelis hakim tingkat
banding telah khilaf dalam putusannya yang mempatieikuman terdakwa dari
4 bulan (yang diputus oleh majelis hakim pengadil@geri) menjadi 1 tahun
dengan alasan bahwa terdakwa adalah seorang residiadahal pada
kenyataannya terbukti bahwa terdakwa bukanlah sgoresidivis dan putusan
majelis hakim tingkat banding ini pun diperkuat lolputusan majelis hakim
agung. Semestinya berdasarkan hukum majelis hadumgadi Mahkamah Agung
RI menerima permohonan kasasi dan memeriksa séagéna adanya kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang nyata yang telah dkakuoleh hakim tingkat
banding.

Keberatan tersebut dibenarkan oleh hakim agung yeemeriksa perkara
peninjauan kembali, walaupun didalam putusannyaladikan bahwa ada
perbedaan pendapat antara ketua majelis hakim deagggota majelis hakim .
Ketua Majelis, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.,Mbkrpendapat bahwa alasan-
alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkaarena tidak terdapat
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dafartimbangan dan putusan
Judex jurismaupunJudex factiPengadilan Tinggi Bandung, karena keberatan
peninjauan kembali ternyata merupakan perbedaadapah antara Pemohon
peninjauan kembali dengan majelis hakildudex juris maupunJudex facti

sehingga alasan yang menjadi dasar diajukan pewimjgembali tidak benar, di
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samping itu Terdakwa Ayo Sudiar bin R.H. Karnadny@ata di Pengadilan Tinggi
Bandung diadili atas 2 (dua) perkara pidana pempuyaitu Register

No0.78/Pid/2007/PT.Bdg dan Reg. No0.51/Pid/2007/ ®{,Bdengan demikian
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Bandurmguo yang dikuatkan

Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana 1 (satwntgenjara sudah tepat.
Anggota mejelis hakim agung berpendapat bahwaamaksan diajukannya
Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan. Karadanya perbedaan
pendapat diantara majelis hakim agung, maka majalkkim agung

bermusyawarah dan keputusan diambil dengan sudranieak. Hasilnya adalah
majelis hakim Agung mengabulkan permohonan penamalkembali dari

pemohon, dan menguatkan putusan pengadilan negerg ymenjatuhkan

hukuman selama 4 bulan kepada terdakwa. Melihat mlausan ini didapat
iInkonsistensi putusan pada Mahkamah Agung, dimaajelis hakim agung yang
memeriksa perkara peninjauan kembali membatalkamspo majelis hakim

agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi.

Putusan ketiga yang dianalisis adalah putusan18oPK/Pid/2007, yang
menjadi alasan pemohon peninjauan kembali adal&amH&gung dalam perkara
ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakimauasuatu kekeliruan yang
nyata. Dalam permohonan peninjauan kembali pad&aperini, pemohon
mengajukan alasan kekhilafan hakim atau suatulike&e yang nyata, dimana
bahwa walaupun terhadap putusan bebas yang oledl P& KUHAP tidak
diperbolehkan kasasi, tetapi berdasarkan yurispisidetap Mahkamah Agung,
permohonan kasasi secara formil dapat diterima segal kaksa penuntut umum
dapat membuktikan bahwa putugadex factibukan merupakan putusan bebas
murni, yang dalam perkara ini ternyata Mahkamahrg(Hakim Kasasi) tanpa
mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umumkumembuktikan bahwa
putusan yang dimintakan kasasi tersebut bukan puotiebas, yang sifatnya
murni, dan tidak mempertimbangkan adanya cukupaalagang membuktikan
bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya, te¢tdah menerima secara formil
kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Maka dedhmi hakim kasasi telah

melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yangangalam putusannya.
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Majelis hakim agung yang memeriksa perkara panam kembali dalam
perkara ini mengabulkan permohonan peninjauan kierdbagan pertimbangan
bahwa majelis hakim agung pada tingkat kasasi telalakukan kekhilafan atau
suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya kardak mempertimbangkan
perihal bebas murni dan bebas tidak murni, sedaktimempertimbangkan
kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikanwiaalputusan tersebut
bukanlah putusan bebas murni. Serta membatalkarsgouimajelis hakim agung
pada tingkat kasasi.

Putusan keempat yang dianalisis adalah putusanlR®.PK/Pid/2010,
yang menjadi alasan pemohon peninjauan kembalahdakim agung dalam
perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafakimm atau suatu kekeliruan
yang nyata. Dalam perkara ini suatu kekhilafan imakitau kekeliruan yang nyata
tampak pada putusan majelis hakim kasasi yang nemgermohonan kasasi
dari Jaksa Penuntut Umum, dimana permohonan katasebut adalah
permohonan kasasi terhadap putusan bebas muijspfaak yang berdasarkan
Pasal 244 KUHAP putusan bebas murni itu tidak dapatntakan pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut pemohon peninjauan kembali alasan-alaasask Jaksa Penuntut
Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya tidaktdaembuktikan bahwa
putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 348/PID/P00&BY tanggal 12
Agustus 2004 adalah merupakan pembebasan yangnidak, karena pemohon
kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yampgt ddijadikan dasar
pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak mdari putusan tersebut,
sehingga permohonan pemeriksaan kasasi oleh Jalksantt Umum
berdasarkan Pasal 244 KUHAP haruslah ditolak attidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima, tetapi majelis hakim agunggpéngkat kasasi menerima
dan mengabulkan permohonan dari pemohon kasasindaerarti bahwa majelis
hakim agung (yang memeriksa perkara permohonansikatdah melakukan
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalatagannya.

Menurut majelis hakim agung yang memeriksa perkpeninjauan
kembali ini, permohonan peninjauan kembali oleh @eom dengan alasan
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kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyatsebut dapat dibenarkan dan
harus dikabulkan.

Dari empat putusan di atas kita dapat melihat yalankonsistensi putusan
dari para Hakim Agung, yang memeriksa perkara pangkat kasasi dan pada
perkara peninjauan kembali, dimana majelis hakinunggyang memeriksa
perkara peninjauan kembali membatalkan putusanrhaiung di tingkat kasasi
dan menyatakan bahwa hakim agung di tingkat kaski melakukan kekhilafan
atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikamspnnya. Hal ini berarti

bahwa telah terjadi inkonsistensi putusan MahkaAwmg.

4.2 Bentuk-Bentuk Alasan Kekhilafan Hakim Atau Sulekeliruan Yang Nyata
Berdasarkan Analisis Putusan Peninjauan Kembali

Dalam sub bab ini akan dibahas beberapa putusamnjgesn kembali
yang pada amar putusannya dinyatakan dikabulkah Mehkamah Agung.
Dengan melihat alasan diajukannya peninjauan kenmddah pemohon, dan
pertimbangan Mahkamah Agung atas alasan-alasagbtgrsnaka akan didapat
beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim ataw se&eliruan yang nyata.

1. - Nomor Putusan : 16 PK/PID/2006.

- Terpidana : Semion Tarigan

- Perbuatan pidana : pemakaian tanah tanpa seizig lyarhak atau
kuasanya yang sah, yang dilakukan oleh P.T Indoadsp Jaya
dimana terdakwa sebagai direktur utamanya atas |peakebunan
seluas 800 Ha yang terletak di Desa Bilah, KecalBiHilir, Kab.
Labuhan Batu yang dikenal dengan sertifikat HGU Ri@@esa Bilah
an. P.T Cipta Jaya Raya Corp.

- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakitau suatu
kekeliruan yang nyata, yakni salah menerapkan hukdapelis hakim
kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon,nuaretapkan
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkarsalah
melakukan pelanggaran, yaitu memakai tanah tanpia sang berhak

atau kuasanya yang sah.
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- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali :wWaalperbuatan
penguasaan tanah oleh terdakwa memang terbuk, tekapi tidak
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidanhingga terdakwa
harus lepas dari segala tuntutan hukum.

- Amar putusan : mengabulkan.

- Komentar : dalam putusan peninjauan kembali inpatlailihat bahwa
majelis hakim peninjauan kembali membenarkan ad&®jdnilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putkasasi, dengan
menyatakan majelis hakim kasasi telah salah mekanamukum

dengan menyatakan suatu perbuatan perdata selegigaafan pidana.

2. - Nomor Putusan : 90 PK/PID/2009

- Terpidana : Santoso Hamijoyo bin Abdul Moetalib Hjayo.

- Perbuatan pidana : pemalsuan surat.

- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakeau suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan kasasinya.

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waabalam kasus
pidanaa quoterdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan ternya
sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidanganmunsur dakwaan
tersebut tidak terbukti, yang terbukti adalah Pa&& ayat (1) KUHP
yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

- Amar putusan : mengabulkan.

- Komentar : pada dasarnya, seseorang dapat dijgidaha karena
memenuhi unsur-unsur perbutan pidana yang didakwakeh jaksa
penuntut umum. Surat dakwaan adalah landasan lzgnhuntuk
melakukan pemeriksaan di pengadilan. Hal-hal yaargshdibuktikan
dalam pengadilan adalah unsur-unsur dari dakwaag géuat oleh
jaksa penuntut umum, sehingga surat dakwaan hahusmtdsecara
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidamg yhdakwakan

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidardilakukan:*

18 |ndonesia (a)op.cit.,psl. 143 ayat (2) huruf b.
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Hakim memutus suatu perkara berdasarkan surat adakwdalam
kasus ini amar putusan dari majelis hakim tidakugsegengan fakta
dan kenyataan materiil yang terjadi. Karena dalasuk ini terdakwa
tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwableh Jaksa
Penuntut umum. Dari putusan peninjauan kembali dapat dilihat
bahwa majelis hakim peninjauan kembali membenarkdanya
kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata padtugan kasasi,
dengan menyatakan majelis hakim kasasi dalam antasgnnya tidak
sesuai dengan fakta dan kenyataan materil yan@dterkarena
terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal ydidgkwakan

oleh jaksa penuntut umum.

Nomor Putusan : 100 PK/PID/2009

Terpidana : Afen Siswojo alias Tjiang Bhing Fen

Perbuatan pidana : pemalsuan surat.

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakaau suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksada
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : efigjhakim
peninjauan kembali menjelaskan bahwpmdex juris dalam
pertimbangannya telah mengemukakan saksi Beng fiswiak mau
dan tidak pernah menandatangani addendum No.57NdeB8 dan
tanda tangan di atas kedua addendum tersebut bakeda tangannya
dan sesuai pula dengan keterangan Tjipto Siswajotelaakwa yang
diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Labauator
Kriminalitas No0.352/DTF/2008 tanggal 31 Maret 2008ang
menyatakan tanda tangan Beng Siswojo non identk &erbeda,
sehingggudex jurisberpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana srgommakan surat
palsu atau yang dipalsukan. Pertimbangan tersebeias |
memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata kajedeax juristidak
pernah memberikan pertimbangan yang menyatakan églewilaian

judex factiatas alat bukti berupa keterangan saksi Beng fisdam
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Tjipto Siswojo telah dilakukan secara salah dalarenenapkan
ketentuan hukum, melainkgandex juris melakukan penilaian sendiri
atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewanmapgradilan
kasasi. Bahwa terdapat kekhilafan hakijadéx jurig atau kekeliruan
yang nyata karena berdasarkan atas fakta-faktadpegan yaitu
addendum perjanjian kredit No.57 dan No0.58 terselyogrgunakan
oleh BPD Jateng untuk dilaporkan kepada Bank Insiansehingga
BPD Jateng dalam menangani kredit dapat dikategorilkancar,
dengan demikian tidak dipergunakan atau dipakailkukepentingan
terdakwa sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasahy32) KUHP,
meskipun hasil pemeriksaan tandatangan Beng Siswdgk identik
atau berbeda sesuai Labkrim, tetapi dari pemenkgaag dilakukan
judex factitidak terbukti bahwa terdakwa yang membuat suatgup
baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakelakdn saksi Beng
Siswojo sendiri mengakui bahwa tanda tangan sesergbah-ubah.
Bahwa karena tidak ada alat bukti maupun saksi yaeggetahui
siapa yang membuat tanda tangan Beng Siswojo slifatdendumin
casy maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti akugan
perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Amar Putusan : mengabulkan

- Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peniaja kembali
tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim pen@a kembali
menyatakan bahwa terjadi kekhilafan hakim atauuskakeliruan
yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi. &utiegssebut telah
melampaui kewenangan hakim di tingkat kasasi, lkapedex juris
melakukan penilaian sendiri atas hasil pembuktiangy bukan

merupakan kewenangan peradilan kasasi.

. - Nomor Putusan : 102 PK/PID/2009

- Terpidana : Ayo Sudiar bin Karnadi
- Perbuatan pidana : penipuan.

Universitas Indonesia
Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



86

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakiau suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksadia
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waapidana yang
dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadsditu) tahun
dengan pertimbangan hukum yang memberatkan Terdadasah
“bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan kngédana
penipuan hal ini adalah tidak benar dan merupakasalkhan,
kekeliruan atau kekhilafan yang nyata-nyata dalartugan hakim.
Tidak ada satupun alat bukti atau salinan putusanrg yiajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahveakiga
adalah seorang residivis. Majelis hakim peninjalambali menilai
bahwa memang majelis hakim kasasi telah melakk&khilafan atau
suatu kekeliruan yang nyata dengan menolak pernah&asasi dari
pemohon, dan menyatakan bahwa terdakwa seorangjviesiyang
tidak didukung oleh bukti-bukti. Majelis hakim kasaelah kehilaf
dalam pertimbangan hukumnya.

Amar putusan : mengabulkan.

Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peniajakembali
tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim meaket bahwa terjadi
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nysdala putusan
majelis hakim kasasi. Dalam putusan kasasinyanpleangan hakim
tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan, yabgrarti juga
bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kefdrnlatau suatu

kekeliruan yang nyata.

Nomor Putusan : 107 PK/PID/2006

Terpidana : Adiguna Sutowo

Perbuatan pidana : pembunuhan.

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakaau suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksada
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : efigajhakim

peninjauan kembali menyatakan bahwa yang dimakssldilafan
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hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Pasal 268 @) huruf c

KUHAP, menurut Mahkamah Agung antara lain:

a. Bahwa kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yeahay

b. Bahwa kekhilafan Hakim adalah kekhilafan dalam emapkan

hukum antara lain misalnya dalam suatu perkaraatifkan bahwa
pihak yang bersangkutan masih hidup, ternyata gada perkara
tersebut masuk dalam tingkat kasasi sudah menifgal

Dalam perkara ini terjadi kekhilafan atau suatuelieian yang nyata
yaitu dalam fakta yang ada sebagaimana dimakswndBasal 263 ayat
(2) huruf ¢ KUHAP, dimana adanya bentuk perdamaiatara terpidana
dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkakta adanya
perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korbetmarusnya
dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan Pengacikgeri Jakarta
Utara tanggal 17 Juni 1978 No0.46/Pid/UT/781/WAN). alipun
yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus tdii&tapi putusam quo
dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yangh leberingankan
pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitangatendakwaan
primair, apabilajudex facti atau judex juris telah mengetahui adanya
putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiol@igstorative justicg
tersebut pada waktu persidangan berlangsung.

Bahwa tidak berkelebihan untuk dikemukakamstorative justicé
(keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalahanpara pelaku
kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab lgalahan
mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyanrsiay
sebagabalasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pédajahatan
yangbersangkutan ke dalam masyarakat yang ditekankam pgmulihan
hubungan antara pelaku dengan korban (dalam hkeinarga korbangli
dalammasyarakat suatu keadilan sosiologiss{orative justice tersebut
berbedadengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wrigglalu

mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan

187 Ketua Mahkamah Agung R.bp. cit.
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“criminologenic” (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan

hukuman itu sendirisebagai tindakan pertama terhadap kejahatan,

menghasilkan kejahatarfyahwa memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf a

dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP memungkinkan Mahkamging untuk

menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada penaankstingkat

Peninjauan kembali.

- Amar putusan : mengabulkan

- Komentar : majelis hakim mengabulkan permohonan gbhem
peninjauan kembali untuk menjatuhkan pidana yabdlengan dan
menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah me&akiekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam fgkiay ada, karena
tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi yaituvizaltelah terjadi
perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korbarseharusnya
hal itu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuknpagéuhkan pidana

yang lebih ringan.

. -  Nomor Putusan : 116 PK/PID/2007

- Terpidana : Faisal Abdul Naser

- Perbuatan pidana : pemalsuan surat

- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakaau suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksada

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali :waahkvalaupun
terhadap putusan bebas yang oleh Pasal 244 KUHARK ti
diperbolehkan kasasi, tetapi berdasarkan yurispisidetetap
Mahkamah Agung, permohonan kasasi secara formihtddjperima
asal saja Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikawabahtusan
judex factibukan merupakan putusan bebas murni. Dalam kasus i
ternyata majelis hakim kasasi tanpa mempertimbandte@wvajiban
Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa putysamg
dimintakan kasasi tersebut bukan putusan bebasg, siéatnya murni,

dan tidak mempertimbangkan adanya cukup alasan ry@ngouktikan
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bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya, teelph menerima
secara formil kasasi terhadap putusan bebas térsebu

Amar putusan : mengabulkan

Komentar : majelis hakim peninjauan kembali mengjau
permohonan peninjauan kembali dari pemohon dan atekgn bahwa
memang benar majelis hakim kasasi telah melakuk&hilafan atau
suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempeaingikan
kewajiban jaksa penuntut umum dapat membuktikarwbaputusan

judex facte bukan merupakan putusan bebas murni.

Nomor putusan : 128 PK/PID/2006

Terpidana : Nonthanam M. Saichon

Perbuatan pidana : mengedarkan narkotika.

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan haldtau suat
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksadia
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waahlasan-alasan
tersebut dapat dibenarkan, karena menurut pendappdlis hakim
peninjauan kembali, walaupun dalam perkara iniidarsg peradilan
tingkat pertama terpidana didampingi oleh penadiukum dan juru
bahasa, akan tetapi karena juru bahasa dan pehdsditen tersebut
tidak dapat menterjemahkan segala sesuatu yamgliteijpersidangan
ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana (bahhasgamd), maka
terpidana tidak dapat secara maksimal mengambil faatnatas
kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebtuk
kepentingan pembelaan secara pribadinya. Hal t@rsellaupun
bukan merupakan keadaan yang menyebabkan pemaerikdaa
putusanjudex factibatal demi hukum, tetapi dapat digunakan sebagai
keadaan yang meringankan pemindanaan. Menurut immdjakim
peninjauan kembali, alasan-alasan tersebut dapmnaiikan, oleh
karenajudex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan
Mahkamah Agung sebagpidex juristelah salah menerapkan hukum,
karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUKA&Rarusnya
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keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaquo diperhatikan
dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yabd ringan.
Setelah majelis hakim peninjauan kembali mempedimgkan alasan
diajukannya peninjauan kembali oleh pemohon, makglm hakim
berpendapat bahwa putusgadex facti (Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi) dan putusan Mahkamah Agung Kthdasasi)
sebagaijudex juris berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP harus
dinyatakan batal demi hukum, dan untuk mencapaiatujperadilan
yang cepat, sederhanan dan biaya ringan, MahkantamgA akan
mengadili kembali perkara ini dengan mengambi akertimbangan
hukum Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan blesarali masalah
pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangatagi, Mahkamah
Agung tidak sependapat dengpuaex factimengingat alasan-alasan
sebagaimana telah dikemukan dalam pertimbangaasli a

Amar putusan : mengabulkan

Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peniajakembali ini,
maka dalam amar putusannya majelis hakim mengatulka
permohonan peninjauan kembali dari pemohon, danyatakan
bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kefdnldakim atau
suatu kekeliruan yang nyata, yakni telah salah maghken hukum
dengan tidak memperhatikan hak terdakwa untuk mestede juru
bahasa yang dapat membantu terdakwa untuk meriggréisa pada
saat jalannya persidangan, dan karena berdasadsat P97 ayat (1)
huruf f KUHAP seharusnya keadaan-keadaan yang gearkan
pemidanaan a quo diperhatikan dan dijadikan alasan untuk

menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Nomor putusan : 6 PK /PID/2006

Terpidana : Benny Halim

Perbuatan pidana : pemerasan dan penganiayaam(gelkara ini
terdakwa didakwa sebagai pembujuk).
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- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan haldtau suat
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksadia

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waahlasan-alasan
tersebut dapat dibenarkan, karena dalam pertimibanglaum majelis
hakim Mahkamah Agung R.l (dalam tingkat kasasgdutkan bahwa
Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanarbBeatan yang
tidak menyenangkan sebagaimana termaktub dalam adakwebih-
lebih subsidair. Namun majelis lalai dalam membmrtimbangan
hukum terhadap dakwaan yang lebih berat ancamaseperti tertera
pada dakwaan primair Pasal 368 (1) jo Pasal 55kélpe KUHP
demikian juga dakwaan subsidair Pasal 170 (1) gaP35 (1) ke 2
KUHP dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 (1)asalP55 (1) ke 2
KUHP tersebut, tidak disebutkan bahwa Terdakwa ktiderbukti
terhadap dakwaan tersebut di atas, malah langsajagnsenyatakan
bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbyktimlengan sah.
Demikian pula dalam pertimbangan hukum pada puttesaebut yang
terbukti adalah perbuatan membujuk untuk melakyerbuatan yang
tidak menyenangkan, sedang disisi lain yang terbd&tam amar
putusan adalah terdakwa bersalah melakukan tindaka “Perbuatan
yang tidak menyenangkan”. Jadi terjadi hal yangtdmeangan,
sehingga nampak adanya kekhilafan hakim . Begila mmajelis hakim
kasasi telah keliru menerapkan unggderrectelijmelawan hukum)
yaitu sebagai unsur yang sangat penting dalam BaSaKUHP secara
melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuBtgitu pula
berdasarkan Pasal 138 KUHAP jo Pasal 139 KUHAP aenglas
diatur bahwa adapun dasar suatu penuntutan oleba JBknuntut
Umum adalah dari hasil penyelidikan dari penyiddamun Jaksa
Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaannya samdi sielek
pernah dipersangkakan oleh pihak penyidik (kepotisi begitu pula
pertimbangan hukum Majelis hakim Kasasi yang meakat bahwa
dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbukti dengsyah serta

meyakinkan adalah merupakan sutau kekhilafan ny&&ena
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penerapan hukum acara pidana pada setiap tingkaerpesaan
bersifat imperative dimana pelanggaran terhadaptdrakbut dapat
mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi tidak s&8ahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuaslj permohonan
peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenadah karena itu
berdasarkan Pasal 263 (2) huruf 1 dan 2 jo Pagabgét (2) huruf b
angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatagutusan
Mahkamah Agung RI No0.327 K/Pid/2005 tanggal 17 NMe05 dan
Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali akangadili
kembali perkara tersebut.

Amar putusan : mengabulkan.

Komentar : Dalam amar putusannya majelis hakimrganan kembali
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemoHal ini
berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali raggiyan bahwa
memang majelis hakim kasasi telah melakukan kefidmlatau suatu
kekeliruan yang nyata, dengan tidak memberi pedimgan hukum
terhadap dakwaan primer dan subsidair terlebih ldahuelainkan
langsung memberi pertimbangan pada dakwaan Ieliim $eibsidair.
Nomor Putusan : 96 PK/PID/2006

Terpidana : Muhasan Ali alias Lik Tik Sing

Perbuatan pidana : menyuruh memasukkan keterarajan kedalam
suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) jo. 55 éleke-1).

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan haldtau suat
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksadia
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali :aBaperkara ini
Majelis hakim Kasasi dalam putusannya telah terdieglehilafan yang
nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni slauat-surat
bukti Menteri Keuangan Direktur Jenderal AgrariakBrtanasda Jaya,
ternyata justru terbukti setelah peristiwva G 30 KI RPanah EXx
Eigendom Verponding Kav.46 Jalan Jenderal SudirnJakarta
dikuasai oleh Negara, berpindahnya pada PT. SamyaK&uana

(sekarang menjadi Bank Danamon) bukan atas desssie yang
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dibuat oleh para terdakwa tapi murni hubungan hukantara
Pemerintah RI. Selaku pemegang hak dengan PT. Karya Buana.
Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di, ataska
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Z&sayat (2)
huruf b angka 1, karena perbuatan yang didakwak&salPenuntut
Umum terhadap terpidana (pemohon peninjauan kemhamlak
terbukti, maka Pemohon Peninjauan kembali dinyatadidebaskan
dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasark
pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim paoanp kembali
permohonan peninjauan kembali harus dinyatakantddipanarkan,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) hurafRagal 266 ayat (2)
huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalgutusan
Mahkamah Agung RI No.741 K/Pid/2002 tanggal 21 AQQ5.

Amar putusan : mengabulkan.

Komentar : Dalam amar putusannya majelis hakimrgpanan kembali
mengabulkan pernohonan peninjauan kembali dari pemodan
membenarkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atatuskekeliruan
yang nyata, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian

Nomor Putusan : 125 PK/PID/2010

Terpidana : Erlyn Sutanto alis Ny. Arifin

Perbuatan pidana : membantu melakukan penipuan.

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hak@au suatu
kekeliruan yang nyata pada putusan majelis haksadia
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waahlasan-alasan
yang diajukan oleh pemohon dapat dibenarkan. Sehatex juris
telah berpendapat bahwa karena Budi Mulia Twinaetaku Sales
manager Toko Perkasa Jaya milik Terdakwa, makaalexah
Terdakwa telah memberi kesempatan atas terjadingaippan
tersebut. Suatu tindak pidana bersifat individwdhoh arti belum tentu
apa yang dilakukan oleh anak buah dapat juga dideen&epada
atasannya. Dari bukti-bukti yang diajukan olehsdaRenuntut Umum

tidak ada satupun bukti yang dapat dipakai sebagaiar untuk
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menyatakan bahwa Terpidana (Pemohon Peninjauan &gntélah
bekerja sama dengan Budi Mulia Twinarto melakukadak pidana,
sehingga Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak dapat dileramlalam kasus
ini. Selain itu bukti yang diajukan oleh Jaksa/Regot Umum tidak
ada satupun yang dapat memberatkan Terdakwa. Sgsung@Judex
juris yang menerima kasasi Jaksa/Penuntut Umum telabkoiein
kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikanmpbeengan dimana
letak tidak bebas murninya terdakwa. Bahwa Mahkamajung
(majelis hakim peninjauan kembali) dapat menyetusepanjang
pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yara telpat dan
benar.

Amar putusan : mengabulkan

Komentar : majelis hakim peninjauan kembali merkeata bahwa
majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafanimhakatau suatu
kekeliruan yang nyata, dengan menerima kasasi Jagsantut dan
tidak memberikan pertimbangan dimana letak tidakasemurninya
terdakwa. Dimana dalam Pasal 244 KUHAP menyatakahwh
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kdsgsada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.piTelalam
yurisprudensi disebutkan bahwa diperbolehkannyalateva atau
penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusbasbgdak
murni. Dalam kasus ini, majelis hakim kasasi tidm&mperhatikan
dimana letak tidak bebas murninya putusan pengatitggi tersebut,
tetapi majelis hakim kasasi langsung menerimaskasang diajukan
oleh penuntut umum. Dalam kasus ini majelis hakikasasi telah
melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruamgynyata, karena

salah menerapkan hukum.

Nomor putusan : 56 PK/PID/2009
Terpidana : Hemon H. Hasan Mirdat

Perbuatan pidana : pemalsuan surat
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Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan barg yenimbulkan
dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketzdmla waktu sidang
masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusaashatau putusan
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutanrgehumum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapdaantuan pidana
yang lebih ringan, adanya pertentangan putusan,adi@amya suatu
kekhilafan hakim atau suat kekeliruan yang ny&lalam putusan
peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kemivengabulkan
permohonan peninjauan kembali dengan alasan mégisn kasasi
telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekafi yang nyata.
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali :waalmajelis
hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakimu atzatu kekeliruan
yang nyata dapat dibenarkan, karehalex juristelah melakukan
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaédimbangadudex
juris yang menyatakan kemungkinan benar Terdakwa | selzaak
dari almarhum H. Hasan Mirdat, tetapi dalam surasiat tidak
tercantum namanya sebagai ahli waris, karena almarH. Hasan
Mirdat cerai hidup dengan isterinya Mahani almarbbmNamun
pembuatan akte lahir, silsilah keturunan dan sebggdersebut dapat
dibenarkan. Pertimbangguadex juris tersebut adalah kekhilafan aau
suatu kekeliruan yang nyata karena hakim tidalkatapgenyimpulkan
seseorang bukan anak, hanya karena si anak tersadguttercantum
di dalam surat wasiat. Nama terdakwa | telah tatcdalam akta
wasiat yang dibuat oleh H. Hasan Mirdat pada aktart 1991 sebagai
ahli waris di dalam akta tersebut nama Van H. Hadéirdat
dibelakang nama terdakwa |. Dari keterangan H. nk&ti binti
Abdullah (salah satu isteri H. Hasan Mirdat) yamgedkuat Rajak Al,
H. Jaenab, H. Umar, H. Amin Rasyid menerangkan baherdakwa |
adalah anak kandung almarhum H. Hasan Mirdat. Mgnomajelis
hakim Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Ndg@mpu Nomor
: 04 / Pid.B / 2004 / PN.DOM., tanggal 2 Maret 2@8kh tepat dan
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benar. Hakim tidak dapat menyimpulkan seseorak@ranak hanya
karena si anak tersebut tidak tercantum dalam stasiait.

Amar putusan : mengabulkan

Komentar : majelis hakim peninjauan kembali merkata hakim

kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kelegli yang nyata,
yaitu menyimpulkan sesuatu hal tanpa adanya buaktgykuat dalam
perkara ini hakim menyimpulkan bahwa terdakwaldmmerupakan
anak kandung dari H. Hasan Miradat karena terdakwidak

tercantum dalam surat wasiat.

Nomor putusan : 84 PK/PID/2009

Terpidana : Eddy Sumarsono

Perbuatan pidana : pidana pencemaran atau pencetaerdis kepada
pegawai negeri dalam kasus ini telah mencemarkamanraaik Drs.

Ismet Abdullah sebagai gubernur provinsi Riau.

Alasan peninjauan kembali : adanya pertentangatuspo yang satu
dengan lainnya dan adanya kekhilafan hakim atauskekeliruan
yang nyata. Putusan majelis hakim peninjauan kémiengabulkan
permohonan peninjauan kembali dari pemohon kareaaathsan tadi
terpenuhi. Yang akan dibahas disini hanya mengaaaan kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dikakwoleh majelis
hakim kasasi dalam perkara ini.

Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali waamajelisudex

juris telah mencampuradukkan antara dakwaan pertamaipdemgan
subsidair dan dakwaan kedua dalam putusan yangltk@n, sehingga
pencampuradukkan tersebut dikwalifikasikan sebdg@itentangan
dengan tata tertib beracara. Putusan yang sepeytidikualifikasi

putusan yang tidak sesuai dengan tata tertib berdoadue process of
law), yang berakibat putusan tersebut harus dibatalkaalam

pertimbangan majelis hakim atas alasan kekhilatdanih atau suatu
kekeliruan yang nyata juga menyatakan bahwa putlkaaasia quo

menyatakan dan berpendapat, tindak pidana yangkierilakukan
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pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana dalansidagrgan
adalah dakwaan pertama primair dengan unsur deliamai
(bestanddeel delifit kejahatan penistaan atau penistaan tertulisa(Pas
311 (1) jo Pasal 316 KUHP) (melawan hukumnviderrechteljk,
unlawful sebagai elemen delik), akan tetapi di lain pihpitusan
Kasasia quojuga menyatakan dan menyimpulkan bahwa perbuatan
Pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana yangukgrbdi
persidangan adalah memberitakan peristiwa dan a@ngan tidak
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilamyanakat
serta azas praduga tidak bersalah, sedangkan pembuateriel antara
dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua adatahdsm sama
karenanya pertimbangan putusan kasasjuo telah melanggar azas
concurcus idealissehingga dakwaan | dan dakwaan Il adalah persis
sama, karena itu putusan tersebut telah melangsgs cancursus
idealis sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.

Amar putusan : mengabulkan.

Komentar : majelis hakim peninjauan kembali menrkatabahwa
majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafam atzatu kekeliruan
yang nyata, yaitu majelis hakim kasasi telah raempuradukkan
antara dakwaan pertama primer dengan subsidaidaanaan kedua
dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga pencamypkitad tersebut
dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan éaté theracara.

Nomor putusan : 125 PK/PID/2006

Terpidana : Dodi Rondonuwu

Perbuatan pidana : memalsukan dan menggunakanpaisat dalam
pemilu.

Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan merwu() dan adanya
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yaggta. Dalam
putusan peninjauan kembali, majelis hakim penimaudembali
menyatakan telah ada kekhilafan hakim atau suekelikuan yang

nyata yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi.

Universitas Indonesia

Bentuk-bentuk kekhilafan ..., Marggaretha Andreani, FH Ul, 2011



98

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : efisajhakim
peninjauan kembali menyatakan bahwa benar Pasal a}a8 (3)
Undang-undang No.12 Tahun 2003 adalah merupakaantkein
pidana khusus léx speciali¥ yang mengatur tindak pidana yang
berkaitan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPRDRPD!®®
yang juga mengatur aspek prosedural yang berbetzadeketentuan
di dalam KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 133 ayat YBpang-
undang No.12 Tahun 2003 ditentukan bahwa “pelamggaiengan
ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau tHpdriksa oleh
Pengadilan Tinggi sebaigéPengadilan tingkat banding dan terakhir”
sehinggain casuputusan Pengadilan Tinggi mengenai tindak pidana
tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum kae#sh, karena itu
permohonan kasasi dalam perkara N0.1689 K/Pid/3@04 diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya dinyatakark tcgpat
diterima. Ternyata terhadap permohonan kasasi B89 K/Pid/2004
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umamuooleh Majelis hakim
Kasasi secara formal telah diterima dan dikabulk&matnya putusan
tersebut dengan jelas telah memperlihatkan adangtu sekhilafan
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karendanygata telah
melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-nNaril2 Tahun
2003.

- Amar putusan : mengabulkan.

- Komentar : Dalam putusannya, majelis hakim penemakembali
mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh pemolni
berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali raggiyan bahwa
majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafanirhakatau suatu
kekeliruan yang nyata, yaitu telah melanggar ketamtPasal 133 ayat
(3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang merupkgaspecialis

yang mengatur ketentuan pidana khusus pemilihanmuniajelis

'8 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, @D.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, LN No. 37 TahuwB820LN No. 4277
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hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan mEmohon
peninjauan kembali dan menyatakan terpidana dilkebas

Nomor putusan : 15 PK/PID/2006

Terpidana : Soetiyawati alias Ahua

Perbuatan pidana : pengrusakan rumah.

Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakabau suatu
kekeliruan yang nyata dalam putusan majelis haldasaki.
Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali :waahalasan
permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikana oleh
karena majelis hakim kasasi dengan jelas memptkdihasuatu
kekilafan atau suatu kekeliruan yag nyata, yaudex yuristelah
memeriksa kembali mengenai penilaian hasil pemanktang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, dan dalamlamérasil
pembuktiana quotelah membuat kekhilafan atau kekeliruan, dengan
menyatakan salah satu unsur dari tindak pidananmddtasal 406
KUHP adalah tidak terbukti. Padahal berdasarkaadda bukti yang
digjukan dipersidangan dan dalam memori peninjakambali,
menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembdhjah terbukti
rumah sengketa masih dihuni oleh saksi korban sijhkn 1965
sampai dengan terjadinya pengrusakan pintu ataenkwsnah tersebut
dan walaupun pada bulan Juni tahun 2002 saksi karieninggalkan
rumah sewa tersebut, tetapi sewa rumah masih lgsdag dan
barang-barang milik saksi korban masih berada ditusewa tersebut.
Amar putusan : mengabulkan.

Komentar : Dalam putusan No. 15 PK/PID/ 2006 inrdépat
kejanggalan, yaitu pemohon peninjauan kembali daberkara ini
adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeibiJadal ini
tentu bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHyd&hg
menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohag@njguan

kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Meagsiapa saja yang
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berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembhatelah diatur

secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) terseBbalam bukunya
Adami Chazawi menyatakan bahwa sesuai dengan kamaibentuk
dan jiwa dari lembaga peninjauan kembali, maka &degpidana saja
yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kenitbdil waris

yang juga disebutkan berhak tidaklah berdiri sendielainkan demi
hukum mewakili terpidana. Negara tidak dapat meriga) upaya
hukum peninjauan kembali. Praktik kejaksaan yangiggenakan
dasar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 T2008 tentang
Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan. Pilfapyang dapat
mengajukan peninjauan kembali perkara pidana diothH®asal 24
ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tidak rkimglapat

ditafsirkan termasuk negara (jaksa), sebab nornsal 263 ayat (1)
KUHAP merupakan norma yang sudah jelas, limitadién tuntas,
maka bersifat tertutup. Norma hukum yang demikiatakt dapat
ditafsirkan lagi. Maka putusan Nomor 15 PK/PID/20G&ng

menerima pengajuan upaya hukum peninjauan kembah aksa

penuntut umum adalah batal demi hukum.

Nomor putusan : 57 PK/PID/2007

Terpidana : Abu Bakar Baasyir alias Abdus Somad

Perbuatan pidana : merencanakan dan menggerak&ag lain untuk
melakukan tindak pidana terorisme.

Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan barg yemimbulkan
dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah dikefada waktu sidang
masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusaashetibu putusan
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutanmenumum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterajfaantuan pidana
yang lebih ringan, adanya pertentangan putusan,adi@amya suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyB@am putusan
peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kemivengabulkan
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permohonan peninjauan kembali dengan alasan mégsn kasasi
telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekafi yang nyata.

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : abBal
pertimbangannya majelis hakim kasasi menyatakdmwagoutusan
yang menyatakan terpidana atau pemohon peninjausmbai
bersalah atas tindak pidana permufakatan jahat atergengaja
menimbulkan ledakan atau kebakaran yang membahayakawa
orang lain dan mengakibatkan matinya orang laidashrkan atas
adanya jawaban pemohon kasasi yaitu “terserah kalitn, karena
kalian tahu situasi dilapangan” atas pertanyaan oxsryang
menyatakan bagaimana kalau kawan-kawan mengadatama ali
Bali” yang diterangkan oleh saksi Utomo Pamungkdaktdi depan
sidang pengadilan namun di depan penyidik sesuagate yang
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidilpaadikuatkan
dengan sumpah terlebih dahulu.

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yatigu,k oleh

karena tidak bahwa bertentangan dengan ketentusal P85 ayat (1)
KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Dalam hubunigaternyata

tidak terdapat keterangan saksi yang disumpah yaegperkuat
keterangan Utomo Pamungkas tentang adanya jawalbanoz

tersebut sehingga pertimbang@mex facti yaitu haki Pengadilan
Negeri DKI Jakarta yang diperkuat Pengadilan Tirigi§l Jakarta dan
Mahkamah Agung ditingkat Kasasi merupakan kekhildfakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

- Amar putusan : mengabulkan.

- Komentar : Dalam putusannya, majelis hakim penemakembali
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemo Ini
berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali yagkan bahwa
majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafakirhaatau suatu
kekeliruan yang nyata, yaitu memperkuat pertimbangajelis hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI Jakagang
bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pa$alay#t (7)
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KUHAP. Karena permohonan peninjauan kembali dikiedou maka
terpidana dinyatakan bebas dari segala tuntutanrhuk

Berdasarkan 15 putusan peninjauan kembali dengar emengabulkan
yang telah dianalisis, tidak didapatkan batasarg yigas dan jelas mengenai
alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yayaga pada putusan-putusan
tersebut. Namun ditemukan beberapa bentuk alasemld@n hakim menurut
para hakim agung yang ada pada putusan-putusaaumtygaa lain :

a. Dalam putusannya majelis hakim telah salah menaragiukum.

Contohnya:

1) Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan suatbup&n
perdata sebagai perbuatan pidana.

2) Majelis hakim kasasi menerima permohonan kasasiadap
putusan bebas, tanpa mempertimbangkan kewajibaa @dnuntut
umum untuk membuktikan apakah putusan bebas ituninatau
tidak murni sifatnya.

3) Dalam putusannya, majelis hakim tidak memperhatikeak
terdakwa untuk memperoleh juru bahasa yang dapatbaetu
terdakwa untuk mengerti bahasa yang digunakan pse
jalannya persidangan, sehingga pada saat majelisimha
menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadapkteadi@rsebut,
seperti: pidana mati pun terdakwa tidak mengetafauin

b. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta kimyataan

materiil yang terjadi serta majelis hakim telah akekan kesalahan

dalam menilai hasil pembuktian. Contohnya: terdakwidak
memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakah &lenuntut

Umum, tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dan diiadContoh lain

adalah majelis hakim kasasi menyatakan salahweur dari tindak

pidana tidak terbukti, padahal berdasarkan aldt-#lakti yang
diajukan di persidangan dan dalam memori peninjadlambali
menurut pendapat majelis hakim peninjauan keméaddlah terbukti.
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c. Putusan majelis hakim kasasi telah melampaui beagnangannya.
Contohnya: pada pemeriksaan tingkat kagasiex juris melakukan
penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukaerupakan
kewenangan peradilan kasasi.

d. Dalam putusannya, majelis hakim tidak mempertimkandakta yang
terjadi. Contohnya: bahwa apabila telah terjadidperaian antara
terdakwa dengan keluarga korban, seharusnya hdigértimbangkan
oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yafghl ringan.

e. Dalam putusannya, majelis tidak memberi pertimbandakum

terhadap dakwaan yang lebih berat terlebih dahDégapi langsung

memberi pertimbangan terhadap dakwaan yang lebitgami

Contohnya: majelis hakim tidak mempertimbangkanwden primer

dan subsidair terlebih dahulu, melainkan langsungmberi

pertimbangan pada dakwaan lebih lebih subsidair.

Dalam putusannya, yaitu pada bagian pertimbangaelism hakim

menyimpulkan sesuatu hal tanpa di landasi olehilyaktg kuat atau

pertimbangan majelis hakim tidak didukung oleh bBolakti di

persidangan. Contohnya: hakim menyimpulkan bahwadana bukan

merupakan anak kandung dari ayahnya, hanya kaeep@dna tidak
tercantum dalam surat wasiat.

g. Dalam putusannya, majelis hakim telah melanggar textib beracara
(undue process of Igw Contohnya: majelis hakim kasasi telah
mencampuradukkan antara dakwaan pertama primeradesupsidair
dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkaitu:zerbuatan
materiel antara dakwaan pertama primair dan dakwadna adalah
satu dan sama karenanya pertimbangan putusan kessebut telah
melanggar azasoncurcus idealissehingga dakwaan | dan dakwaan Il
adalah persis sama, karena itu putusan terselalt teklanggar asas
concursus idealisebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.

h. Dalam putusannya majelis hakim kasasi tidak mengkan undang-
undang yang lebih khususlex specialiy, tetapi menggunakan
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ketentuan yang umum, yaitu ketentuan yang ada dglgab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

i. Dalam putusannya, pertimbangan majelis hakim nggtda tidak
sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yangatata &UHAP.
Contohnya: majelis hakim kasasi memperkuat pertigaa majelis
hakim dibahwahnya (pengadilan negeri dan pengadifaygi) yang
bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pa$alay#t (7)
KUHAP. Yaitu: mempergunakan keterangan saksi dagtemyidikan
(yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang B&murut pasal 185
ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksagai alat bukti

adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Dari pembahasan pada bab ini dapat diambil bebesappulan, yaitu
adanya penumpukan perkara dan inkonsistensi putlisddahkamah Agung serta
berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembaladeamgar mengabulkan yang
telah dianalisis tidak di dapatkan batasan yangstetan jelas mengenai batasan-
batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebeghildfan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata. Namun dari penelitian yagigh dilakukan didapatkan
beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim atau dekeliruan yang nyata yang
terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pgddusan-putusan
peninjauan kembali tersebut. Bentuk-bentuk iniladng/ dapat dikategorikan
sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yaymfa sebagai salah satu

alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
5.1.1 Praktek Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perlgidana Atas Putusan
Kasasi Dengan Alasan Kekhilafan Hakim Atau Suagkédiruan Yang Nyata Di
Indonesia
Upaya hukum peninjauan kembali termasuk dalam upgageum luar biasa,
penggolongannya sebagai upaya hukum luar biasapaiean salah satu alasan
mengapa alasan pengajuan peninjauan kembali descara limitatif dalam
KUHAP. Berdasarkan hasil analisa putusan peninjdmbali dari tahun 2006
sampai 2010 yang telah penulis lakukan, peninjakeimbali dengan alasan
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyaafing banyak diajukan.
Penggunaan alasan kekhilafan hakim atau suatuikekelyang nyata menjadi
salah satu faktor penyebab penumpukan perkara dkaaah Agung.
Berdasarkan hasil penelitian, perkara peninjauanbled yang di ajukan
ke Mahkamah Agung sebagian besar alasannya tidakemei ketentuan
peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitaloladdg-Undang Hukum
Acara Pidana, hal ini dibuktikan dengan sebagissabpermohonan peninjauan
kembali diputus dengan amar menolak permohonampesin kembali, misalnya
peninjauan kembali diajukan dengan alasan kekinila&kim, tapi ternyata tidak.
Perkara peninjauan kembali yang diajukan terkadadak dikirim bersama
memori peninjauan kembali sehingga tidak memenwyéras formil yang amar
putusannya harus berupa tidak diterinfersentase permohonan peninjauan
kembali yang menggunakan alasan kekhilafan hakahk#n mencapai 50% dari
putusan-putusan yang dianalisis. Berdasarkan pasilitian, mayoritas perkara
yang menggunakan alasan tersebut ditolak, yaknispat dengan amar menolak

mencapai 78%. Hal ini menimbulkan dampak berikutnyaitu inkonsistensi
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putusan. Inkonsistensi putusan ini terjadi kareaaybknya putusan peninjauan
kembali yang membatalkan putusan kasasi, dimana y@aig memeriksa pada
tingkat kasasi maupun pada tingkat peninjauan kératlalah hakim agung. Hal
ini berarti, hakim agung pada tingkat peninjauamiiali membatalkan putusan
hakim agung lain di tingkat kasasi dan menyatakanwa hakim agung pada
tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atauwsi4ekeliruan yang nyata. LelP
menyatakan bahwa inkonsistensi putusan antara hagimg akan berpengaruh

pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap piengd

5.1.2 Bentuk-Bentuk Alasan Kekhilafan Hakim Atauag&u Kekeliruan yang
nyata Berdasarkan Analisis Putusan Peninjauan Kiemba

Berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembaliadesmar dikabulkan
yang telah dianalisis, maka didapatkan beberapaubketasan kekhlilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata, antara lain :

a. Dalam putusannya majelis hakim telah salah menaragkukum.

Contohnya:

1) Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan suatbup&an
perdata sebagai perbuatan pidana.

2) Majelis hakim kasasi menerima permohonan kasadiadap
putusan bebas, tanpa mempertimbangkan kewajibaa j@nuntut
umum untuk membuktikan apakah putusan bebas ituninatau
tidak murni sifatnya.

3) Dalam putusannya, majelis hakim tidak memperhatikeak
terdakwa untuk memperoleh juru bahasa yang dapatbaetu
terdakwa untuk mengerti bahasa yang digunakan psek
jalannya persidangan, sehingga pada saat majelisimha
menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadapkteadi@rsebut,
seperti: pidana mati pun terdakwa tidak mengetafauin

b. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta kimyataan
materiil yang terjadi serta majelis hakim telah akekan kesalahan
dalam menilai hasil pembuktian. Contohnya: terdakwdak

189 http://www.leip.com Diunduh tgl. 17 Juni 2011, pkl. 22.30 WIB.
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memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakah &lenuntut
Umum, tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dan dnzdContoh lain
adalah majelis hakim kasasi menyatakan salahwetur dari tindak
pidana tidak terbukti, padahal berdasarkan aldt-#lakti yang
diajukan di persidangan dan dalam memori peninjaldambali
menurut pendapat majelis hakim peninjauan keméadédilah terbukti.

c. Putusan majelis hakim telah melampaui batas kevgzmanya.
Contohnya: pada pemeriksaan tingkat kasasiex juris melakukan
penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukaarupakan
kewenangan peradilan kasasi.

d. Dalam putusannya, majelis hakim tidak mempertimkandakta yang
terjadi. Contohnya: bahwa apabila telah terjadidperaian antara
terdakwa dengan keluarga korban, seharusnya hdipartimbangkan
oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yaghl ringan.

e. Dalam putusannya, majelis tidak memberi pertimbandakum

terhadap dakwaan yang lebih berat terlebih dahDétapi langsung

memberi pertimbangan terhadap dakwaan yang lebiigani

Contohnya: majelis hakim tidak mempertimbangkanwdeda primer

dan subsidair terlebih dahulu, melainkan langsungmberi

pertimbangan pada dakwaan lebih lebih subsidair.

Dalam putusannya, yaitu pada bagian pertimbangaelisn hakim

menyimpulkan sesuatu hal tanpa di landasi olehilyaktg kuat atau

pertimbangan majelis hakim tidak didukung oleh bBolakti di

persidangan. Contohnya: hakim menyimpulkan bahvwadana bukan

merupakan anak kandung dari ayahnya, hanya kaeep@dna tidak
tercantum dalam surat wasiat.

g. Dalam putusannya, majelis hakim telah melanggar t&tib beracara
(undue process of Igw Contohnya: majelis hakim kasasi telah
mencampuradukkan antara dakwaan pertama primeradesupsidair
dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkaitu:Yserbuatan
materiel antara dakwaan pertama primair dan dakwadna adalah

satu dan sama karenanya pertimbangan putusan kessebut telah
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melanggar azasoncurcus idealissehingga dakwaan | dan dakwaan Il
adalah persis sama, karena itu putusan terselalt teélanggar asas
concursus idealisebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.

h. Dalam putusannya majelis hakim kasasi tidak mengkan undang-
undang yang lebih khususleX specialiy, tetapi menggunakan
ketentuan yang umum, yaitu ketentuan yang ada dgltab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

i. Dalam putusannya, pertimbangan majelis hakim nggtda tidak
sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yangatala €UHAP.
Contohnya: majelis hakim kasasi memperkuat pertigaa majelis
hakim dibahwahnya (pengadilan negeri dan pengadiraygi) yang
bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pa$alay#&t (7)
KUHAP. Yaitu: mempergunakan keterangan saksi dgbemyidikan
(yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang B&murut pasal 185
ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksaga alat bukti
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembali adengmar

mengabulkan yang telah dianalisis tidak didapatkaiasan yang tegas dan jelas
mengenai batasan-batasan apa saja yang dapatgdiké® sebagai kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Namun g@arnelitian yang telah
dilakukan didapatkan beberapa bentuk alasan ké&hildnakim atau suatu
kekeliruan yang nyata yang terdapat dalam pertigdyaspertimbangan hakim

pada putusan-putusan peninjauan kembali tersebut.

5.2Saran

Ada masalah-masalah yang terjadi dalam praktekaipakum peninjauan
kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhhaldm atau suatu kekeliruan
yang nyata yang mencakup penumpukan perkara di aaak Agung dan
banyaknya inkonsistensi putusan maupun mengenasdratalasan kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang behaturdsecara tegas dan jelas.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dap&ukida beberapa hal, antara

lain :
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1. Memberikan batasan yang tegas dan jelas mengekfaidfan hakim atau

suatu kekeliruan yang nyata sebagai salah satarafssinjauan kembali.
Masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung déipahimalisasi
dengan memberikan batasan yang tegas dan jelasensnkekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dengan bedkan batasan
yang tegas dan jelas mengenai alasan kekhilafaimhalatau suatu
kekeliruan yang nyata, diharapkan masalah penunmpyserkara di
Mahkamah Agung serta inkonsistensi putusan paramhakjung dapat
teratasi, sehingga tercapainya kepastian hukumpdagembalian makna
peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biagarbupaya hukum

tingkat empat.

. Pengadaan sistem kamar di Mahkamah Agung

Untuk meminimalisasi adanya inkonsistensi putusakarperlu diadakan
sistem kamar di Mahkamah Agung. Hal ini berkaitamghn manajemen
perkara yang baik melalui distribusi perkara kephddm agung sesuai
keahliannya baik dibidang pidana, perdata, mau@ia tisaha negara.
Dengan adanya pembagian tugas ini, hakim agungagikan akan dapat
memutus perkara sesuai dengan keahliannya dan rial dapat
meminimalisasi adanya inkonsistensi putusan, teratadi tingkat

Mahkamah Agung.

. Peningkatan kualitas putusan dan kinerja hakim pehgadilan negeri,
pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung.

Peningkatan kualitas putusan dan kinerja hakim ehgadilan negeri,
pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung merupakanyhag perlu
dilakukan untuk mencegah adanya penumpukan pedearankonsistensi
putusan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkafendidikan baik
formal maupun informal melalui pelatihan, pengayasateri hukum bagi
para hakim, dan diskusi antar hakim yang bersieab&gi pengalaman
dalam pemberian putusan. Hakim di sini bukan hangacakup hakim
agung di tingkat Mahkamah Agung saja, melainkarajbgkim pada
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pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebaluguatisan bisa sampai
pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali karédrekyang berperkara
merasa tidak puas dengan putusan pada pengadilgeri retau pun
pengadilan tinggi. Salah satu penyebabnya adalabrji hakim yang
dinilai kurang baik berdasarkan kualitas putusamyydiberikan.
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